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ABSTRAK

Kiki Juliana Safitri, 2023 :Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian
Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri. Situbondo Ditinjau Dari Perspektif
Restorative Justice (Studi Kasus Nomor: PRINT-
477/M.5.40/E0h.2/06/2022)

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Pencurian, Restorative Justice

Pendekatan prinsip Restorative Justice merupakan pendekatan baru dalam
sistem penegakan hukum pidana, meskipun di berbagai negara di dunia telah
menerapkan prinsip ini, sistem hukum pidana saat ini menerapkan prinsip
retributive justice yang memfokuskan pada penghukuman pelaku kejahatan.
Sedangkan Restorative Justice. memfokuskan pada pemulihkan keadaan seperti
semula dengan cara mempertemukan pelaku dengan korban dan juga keluarga
masing-masing dimediasi oleh jaksa penuntut umum. Dalam pembaharuan
penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam pidana
pencurian sudah dipraktekan di Kejaksaan Negeri Situbondo.

Fokus; ;penelitian ~dalam , skripsi—~ini: ,1). Apakah- dasar. ;pertimbangan
penghentian “penuntutan.oleh Kejaksaan' Negeriv Situbonde.isudah ‘memenuhi
kaidah-kaidah dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahup.2020
Junto /Surat Edaran Jaksa/Agung—Muda: Tindak Prdanas Umum: Nomor
01/E/EJP/02/2022 ~ tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif?. 2). Apakah pestorative justice ydapat yditerapkan dalam Surat
Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Sttubondo Nomor: PRINT-
477/M.5.40/E0h.2/06/2022?

Peneliti mengguakan penelitiam hukum yuridis normatif, untuk
mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut, pendekatan peelitian
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan
pendekatan konseptual.

Hasil penelitian,(1) Berdasarkan ketentuan upaya restorative justice yang
dtempuh oleh kejaksaan situbondo didasari atas pertimbangan yang secara yuridis
dibebankan kepada penuntut umum untuk dapat memperhatikan persyaratan
lainnya. Proses perdamian kasus Samsul Bahri ada perlu dipertimbangkan yakni
tidak menghilangkan hak-hak dari kedua belah pihak dan proses ini sudah sesuai
dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman Keputusan Jaksa Agung RI
No. KEP-518/A/Ja/11/2001 taggal 1994 tentang administrasi Penanganan Perkara
dan Peraturan Jaksa Agung RI No.PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 september
2011 tentang Standar Operasional Prosedur(SOP) penangan perkara. .2). Adanya
penerapan prinsip restorative justice atas perbuatan pencurian seperti yang terjadi
oleh Samsul Bahri dengan metode musyawarah dan mufakat untuk
mengembalikan kerugian korban dan masyarakat, sehinga perbuatan pelaku
kemudian dimaafkan, maka nilai jahat dalam perbuatan mencuri kemudian akan
berangsr-angsur hilang. Dalam ketetapan Perja No 15/2020 terdapat komposisi
keterpenuhan tehadap persyaratan penerapan restorative justice dipandang lebih
unggul dibandingkan fakta pengecualiannya.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia yakni negara hukum sekaligus memiliki kepulauan terbesar
di dunia yang mempunyai wilayah terluas ke-14 dengan luas wilayah
1.904.569km* dan menjadi negarake-IV di dunia. Jumlah total penduduk
kisaran 278,692 juta jiwa (pertengahan tahun 2023)°. Dengan berdasarkan
jumlah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 139,388 juta dari
keseluruhan penduduk Indonesiadan adapun jumlah yang berjenis kelamin
perempuan,sebanyak 136,361 juta dari keseluruhan penduduk-lpdanesia pada
pertengahan tahun 2023°. . Indonesia merupakan.wilayah, iklim_tropis,.yang
dikenal dua musim;, yaitu musim kemarau dan musim hujan.Kondisi inilah
menyebabkan Indonesia-memiliki keberagaman Sumber Daya Alam (SDA)
yang sangat melimpah.Dikenal sebagai negara agraris dikarenakan
penduduknya bermata pencarian dengan bertani dan berkebun. Dari
melimpahnya SDA di Indonesia masih terdapat Sumber Daya Manusia(SDM)
yang rendah dalam memiliki kemampuan untuk memanfaatkan SDA yang
ada.

Kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam mengatasi tantangan

industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi dan rendahnnya tingkat

'“Indonesia.” Wikipedia, https:/id.wikipedia.org/wiki/Indonesia# (diakses Kamis,29
September 2022 Pukul 20:20 WIB)

*Jumlah Penduduk Indonesia. https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-
penduduk-pertengahan-tahun.html (diakses Rabu,12 Juli 2023 Pukul 12.15)

*Jumlah perempuan dan laki-laki di
Indonesia”.https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data pub/0000/api_pub/YW40a21pdT
UlenJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1 (diakses Rabu, 12 Juli 2023 Pukul 12:39 WIB)

1
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https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html
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pendidikan, akan sulit meningkatkan persaingan produktivitas dan kualitas
SDM. Pendidikanlah salah satu modal manusia untuk meningkatkan kualitas
kehidupan, namun di Indonesia hanya 6% masyarakat yang sudah mengenyam
pendidikan tinggi.Tercatat dalam BPS ada 44,19 juta murid di Indonesia pada
tahun ajaran 2022/2023. Menurun 1,56% dari periode sebelumnya yang
mencapai 44,88 juta orang. Dari data warga yang berpendidikan S1 tidak
sampai 5%, sedangkan yang berpendidikan S2 sekitar 0,3% danberpendidikan
S3 hanya 0,02%*. Pada tahun ajaran 2022/2023 penduduk Indonesia yang
berpendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) terhitung 5,17 juta orang,
angka, itu; meningkat-menjadi 1,44%-dibanding setahun,sebelumnyasebesar
5,06, juta orang dan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak.9,89
juta orang, angkanya pun menurun 1,76% dibandingkan sebelumnya sebesar
10,06. Sementara 24,08 juta'orang merupakan murid Sekolah Dasar (SD),
jumlahnya turun 1,05% dibandingkan pada tahun 2021/2022 yaitu sebanyak
24,33 juta orang. Adapun keseluruhan siswa sekolah di bawah Kemenag
sebanyak 9,17 juta orang pada 2022/2023. Jumlah ini mengalami kenaikan
1,55% dibandingkan pada 2021/2022 yang sebanyak 9,03 juta orang®.
Berdasarkan piramida penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak
67.155 jiwa (24,39%)sedangkan kategori usia tua (65 tahun keatas) sebanyak

17.374 jiwa (6,31%). Kategori usia produktif di Indonesia mulai dari 15-64

*Data Pendidikan Tinggi”, dipublikasi 26 Mei 2023,
https://nasional. kompas.com/read/2023/05/26/12111331/wapres-sebut-baru-6-persen-warga-
indonesia-mengenyam-pendidikan-tinggi

*Data Pendidikan Indonesia”, dipublikasi 02 Mei 2023,
https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-4419-juta-murid-di-indonesia-pada-20222023
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tahun sebanyak 190.827 jiwa (69,30%)°. Data Badan Pusat Statistik (BPS),
jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 146,62 juta jiwa bulan Februari
2023, naik 2,61 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Meningkatnya TPAK (Tingkat Partisipasi . Angkatan Kerja) sebesar
0,24%.Bermula Jumlah data yang tertera mencampai 138,63 juta orang yang
bekerja dan 7,99 juta orang pengangguran’. Angkatan kerja terbanyak terletak
di usia 25-29 tahun yaitu 17,18 juta jiwa. Pada golongan usia 30-34 tahun
sebanyak 16,89 juta jiwa dan golongan usia 35-39 tahun sejumlah 16,78 juta
jiwa. Angkatan kerja golongan usia 15-19 tahun paling sedikit, adalah cuma
5,98 juta jiwa. Adapun.golengan-yang-berkerja berusia 60 tahun ke atas hingga
16,26 juta jiwa®, Dari maraknya peningkatan jumlah_penduduk. setiap.tahun
yang terjadi di Indonesia dapat berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan
sehingga sulitnya untuk memenuhi kebutuhan-pangan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu meningkatnya fenomena kejahatan telah
dihadapi dan ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa kemiskinan
adalah awal timbulnya kejahatan dan pemberontakan, sedangkan, Thomas
Aquino beranggapanbahwakemiskinan berpengaruh atas tindak kejahatan dan
orang kaya dengan kemewahannya jika jatuh miskin, mudah sekali menjadi

pencuri.’.Dan baru-baru ini seluruh negara di dunia gempar dengan dilandanya

%Data  Usia  Produktif”, diakses  pada  tanggal 05 Oktober 2022,

https://dukcapil.kemendagri.go.id/

"“Data Pekerja « dipublikasi 05 Mei 2023,

https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-

terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-

bulan.html#:~:text=Abstraksi&text=Jumlah%?20angkatan%?20kerja%?20berdasarkan%20Survei.juta

%200rang%?20dibanding%20Februari%202022.

$%Jumlah Data Pekerja”, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, https://dataindonesia.id/
’Santoso dan Achjani, Kriminologi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1
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https://dataindonesia.id/

wabah pandemi covid-19 hingga mempengaruhi perekonomian secara
keseluruhan, karena dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar
atau disingkat dengan PSBB terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, dan
diberbagai bidang usaha seperti transportasi, perhotelan, dan dibidang usaha
lainnya termasuk aktivitas ekonomi. Dampak dari pandemi covid-19 banyak
karyawan berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),sehingga
menjadikan mayoritas masyarakat pengangguran yang mana oarang mulai
banyak melakukan kejahatan ‘ringan sampai kejahatan berat demi mencari
jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Mengingat situasi masyarakat saat ini dengan mencuri,adalah salah satu
jalan pintas bagi mereka.Sebagai mahluk sosial, manusia saling membputuhkan
untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kehidupan bermasyarakat
terdapat bervariasi perilaku manusia, ada manusiayang baik dan buruk. Untuk
mencegah adanya tingkah laku masyarakat yang tidak diharapkan maka
diperlukan sebuah aturan atau norma hukum. Dengan mengatur perilaku
manusia, hukum mencakup banyak aspek kehidupan manusia. Jika dilihat dari
sudut pandang perkembangan masyarakat dan negara, dapat disimpulkan
bahwa hukum semakin banyak terlibat dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat seiring dengan meningkatnya peran negara dalam masyarakat.°.

Pada umumnya hukum adalah kumpulan aturan atau pedoman dalam
kehidupan bersama; aturan tentang perilaku yang berlaku dalam kehidupan

bersama, dan bisa ditegakkan dengan sanksi. Adanya tujuan dari norma-norma

"Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: CV. Angkasa, 1980), 15



ini adalah agar diikuti, dan untuk menerapkannya, sanksi dapat diberlakukan.
Dalam  studi  hukum,berlakunya = norma dalam masyarakat yang
terbagibeberapa jenis norma seperti norma kesopanan, norma kesusilaan,
norma adat, norma agama, dan norma hukum®.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penerapan hukum, penting bagi
keadilan untuk ditegakkan karena hukum memiliki cakupan yang umum,
mengikat semua orang, dan bersifat merata. Setiap pelanggaran, seperti
pencurian, harus dikenai hukuman tanpa pandang bulu terhadap siapa yang
melakukannya. Di lain sisi konsep keadilan bersifat subjektif, individualistis,
dantidak,merata. Hukum-pidana merupakan,hukuman-yang,berat,sanksinya,
yang dapat_berupa penderitaan.atau_hukuman yang disengaja dilanggar.oleh
pelakunya. Sistem hukuman yang dapat diberlakukan tehadap pelaku tindak
pidana dalam Pasal 10:KUHPVyaitu‘hukuman mati, penjara, kurungan, dan
denda*?,

Kita sering menyaksikan segala jenis insiden pencurian di berita, yang
disebabkan kurangnya kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Pencurian ialah
perbuatan melanggar hukum, terbagi beberapa macam pencurian yang
ditetapkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu®:

1. Pencurian Biasa(Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 dan 365 KUHP)
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

" Topo Santoso, Eva Achjani, 3
"2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers,2019), 117.
" Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), 249-255



5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Seperti kasus pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Samsul
Bahri warga Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
Korban dari kasus pencurian ternak ini adalah ibu Miswana. Berdasarkan
kronologi peneliti rangkum dari Sekbernews.id kasus ini bermula pada Rabu,
06 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, pelaku mengambil sapi jenis limosin
tanpa izin dan sepengetahuan dari saudara Ermawi selaku pengasuh sapi milik
ibu Miswana tersebut.Sapi tersebut oleh pelaku (Samsul Bahri) dijual kepada
sodara Yuyu sejumlah 9 juta. Akibat kejadian ini, kemudian saudara Ermawi
melapotkan kejadian tersebut kepada-ibu Miswana selaku-pemilik sapi yang
dilanjutkan_dengan pelaporan pelaku, ke polsek Asembagus Situbondo.Pelaku
akhirnya ditangkap/dengan Pasal 363 Ayat 1 KUHP.Setelah dinyatakan P-21
maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Situbondo yang dalam
perjalanan waktu proses penuntutan tersebut dihentikan dengan alasan / dalil
restoratif justice.

Ketertarikan peneliti tersebut berdasarkan latar belakang yakni untuk
mengkaji proses penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo
dalam kasus pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Samsul Bahri karna
melihat dari persyaratan restorative justice pada peraturan kejaksaan republik
Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif yang mana menyebutkan bahwa maksimal kerugian
Rp.2.500.000.,dan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dan seharusnya kasus

dari samsul bahri itu sendiri sudah tidak memenuhi persyaratan tersebut karna



nilai kerugian Rp.13.000.000.,serta lebih dari 5 tahun hukumannya dan ini

sudah melebihi dari persyaratan yang ada. Ditetapkan skirpsi yang berjudul:

“Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh

Kejaksaan Negeri Situbondo Dintijau Dari Perspektif Restorative Justice

(Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022) .

. Fokus Penelitian

Selanjutnya membahas fokus penelitian yang telah dibuat:

1. Apakah dasar pertimbangan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan
Negeri Situbondo sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Peraturan
Kejaksaan ;Republik,lndonesia Nomor 15,Tahun 2020-Junto-Surat Edaran
Jaksa Agung,Muda Tindak.Pidana, Umum Nomor 01 LE [EJP / 02 /2022
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

2. Apakah restorative!justice’ dapatditerapkan' dalam Surat Penghentian
Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-
477/M.5.40/E0h.2/06/2022?

. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dalam suatu penelitian yang dapat dijabarkan dibawah
ini:

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan penghentian penuntutan
oleh Kejaksaan Negeri Situbondo sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Junto

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01 / E /



EJP / 02 / 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

2. Untuk mengetahui apakah restorative justice dapat diterapkan dalam Surat
Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor:
PRINT-477/M.5.40/E0h.2/06/2022.

D. Manfaat Penelitian
Beberapa Manfaat diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Berharap bisa menambah pemahaman berpikir juga ilmu
pengetahuan-dibidang, hukum pidana khususnya ,dalam-tindak pidana
pencurian_hewan ternak secara restorative justice yang ditinjau menurut

hukum pidana .

2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat, karena penelitian ini memberikan informasi
dan pemahaman kepada masyarakat dan juga masukan bagi aparat
penegak hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian hewan
ternak secara Restorative justice yang ditinjau menuruthukum pidana,
selanjutnya dapat dijadikan pengetahuan baru bagi para pembaca
terkaitpenyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak secara

Restorative justice yang ditinjau menurut hukum pidana.



E. Definisi Istilah
1. Penuntutan
Penuntutan dalam KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan
menuntut sesuatu*. Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk
menyerahkan kasus ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi, sesuai
adanya prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara pidana, dengan
permintaan agar Kkasus itu diselidiki dan diadili oleh hakim dalam
persidangan pengadilan®®. “Sedangkan Penghentian penuntutan dilakukan
karena pertimbangan kebijakan, di mana jaksa memiliki kewenangan
untuk, tidak—melanjutkan, kasus smeskipun ,erdapat ,cukup-bukti untuk
membawanya ke pengadilan, demi kepentingan umum atau perseorangan,
dan sesuai dengan dasar hukum yang jelas™.
2. Tindak Pidana
Terjemahan tindak Pidana berasal dari kata strafbaar feit dalam
bahasa Belanda,delict dalam bahasa latin. Delik adalah tindakan yang
dapat dikenai sanksi hukum karena melanggar ketentuan dalam hukum
pidana'’. Pendapat Moeljatno definisi tindak pidana dapat didefinisikan
sebagai perilaku yang dilarang menurut ketentuan hukum dengan ancaman

hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggar.

"“https://kbbi.lektur.id/penuntutan (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022)

M Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 37.

"®Hendi Suhendi, Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjaun
Yuridis dan Sosiologis), Sebagimana disebutkan Dalam Andi Hamzah, Bungan Rampai Hukum
Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), 154-156.

" Teguh prasetyo, Hukum Pidana (Depok:Rajawali Pers,2019), 50.



https://kbbi.lektur.id/penuntutan
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3. Pencurian

Pencurian yaitu kejahatan ditunjukan terhadap hartabenda yang
sering terjadi di masyarakat.Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai tindak
pidana pencurian, yang menyatakan bahwa seseorang mengambil barang
milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, dengan niat untuk
memilikinya secara melawan hukum, akan dikenai ~hukuman pidana
pencurian, berupa penjara maksimal limatahun atau denda paling banyak
Rp. 900,-."2,

4. Hewan Ternak

Hewan ,ternak-adalah ;hewan , peliharaan—yang- kehidupannya,
termasuk tempat tinggalnya, reproduksinya,.dan pemanfaatannya, ditata
dan dimonitor/sama manusia. Mereka dibudidayakan khusus untuk
menghasilkan sumber pangan ©dan layanan “yang bermanfaat untuk
kehidupan manusia'®. Dalam KBBI ternak yaitu hewan yang dipelihara
untuk dikembangbiakan dengan tujuan produksi yang diperanakan oleh
penduduk asli?®. SedangkanPasal 101 KUHP menjelaskan bahwa hewan
ternak mencakup binatang yang memiliki kuku satu, binatang yang
memamah biak, dan babi*. Dalam penjelasan Pasal 101 KUHP dijelaskan
bahwa contoh binatang yang memiliki satu kuku adalah kuda, keledai, dan
lain-lain. Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing,

dan domba, juga termasuk dalam kategori ini. Namun, hewan seperti

"8R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politieia, 1995), 249.
1 “Hewan Ternak”, diakses 25 November 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak
? “Hewan Ternak” KBBI, https://kbbi.web.id/ternak, diakses pada tanggal 25 November

2022
*'R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor:Politeia, 1995), 105


https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak
https://kbbi.web.id/ternak
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harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk dalam kategori hewan ternak
karena mereka bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.
5. Restorative Justice
Restorative justice secara harfiah diinterpretasikan sebagai upaya
memulihkan keadilan bagi korban dan pelaku®®. Menurut PBB, keadilan
restoratif ialah sebuah pendekatan dalam menangani tindak pidana
bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan yang harmonis antara
masyarakat, korban, dan pelaku?®, Menurut Eva Achjanii Zulfa keadilan
restoratif yakni sebuah konsep yang menanggapi evolusi sistem peradilan
pidana ,dengan-,fokus,terhadap Kketerlibatan masyarakat- dan perhatian
terhadap korban yang sering kali terabaikan.-dalam.mekanisme peradilan
pidana saat ini*%
F. Sistematika Pembahasan
BAB | : PENDAHULUAN
Terdapat Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Definisi Istilah.
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Adanya penelitian terdahulu, serta ada juga kajian teori yang

membahas teori yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang ada.

2 Emilia Susanti, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana
Berbasis Kearifan Lokal (Lampung : Pustaka Ali Imron, 2021), 22.

* Handbook on Restorative Justice Programme (New York: United Nations, 2006), 06

* Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restorative, (Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2009), 65.
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BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Agus Setiawan (2022), “Restorative Justice Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat
Penuntutan”®.

Adanya tujuan peneliti untuk menyelidiki penerapan restorative
justice bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dianggap ringan oleh
penuntut di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Metode penelitian yang
digunakan,yakni Yuridis Normatif, dan ,mengumpulkan-data-melalui studi
kepustakaan.Penelitian, ini._ bersifat . deskriptif _kualitatif.. Peraturan
Kejaksaan No 15 Tahun 2020 mengatur mengenai Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif,” yang: memungkinkan penyelesaian
perkara di luar pengadilan dengan menghentikan penuntutan untuk
memulihkan situasi semula melalui pendekatan restoratif justice.

2. Hasil Penelitian Mohd. Sukri Harriyus, (2020) “ Analisis Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi
Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru).?

Penegakan hukum pada kejahatan pencurian yang dianggap ringan,

sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, menimbulkan keberatan

terhadap masyarakat karena proses penegakan hukumnya melibatkan

»Agus Setiawan, Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa
Pencurian Ditingkat Penuntutan, (Semarang:2022)

**Mohd. Sukri Harriyus, Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui
Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru, (pekanbaru:2020).

13
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penyidikan hingga pengadilan. Menurut pandangan masyarakat, proses ini
dianggap tidak setara dengan nilai barang yang dicuri. Maka karena itu,
perlu adanya pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum,
yakni merupakan cara untuk menyelesaikan kasus kriminal dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya.
Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dengan fokus
pada pemulihan kondisi, bukan hukuman balas dendam. Masalah utama
dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian tindak pidana pencurian
ringan melalui restorative justice dan dampak dari penerapannya hukum
terhadap,pelaku:

Digunakan_ metode._dalam penelitian hukum _sosiologis, . yaitu
melihat realitas’hukum di masyarakat, memeriksa beberapa aspek hukum
dan interaksi sosialj-serta ‘berperan sebagai dukungan untuk kebutuhan
penelitian atau penulisan hukum. Data yang digunakan terdiri dari data
primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap
responden, sementara data sekunder berasal dari literatur, pendapat para
ahli, jurnal, dan perundang-undang terkait. Kesimpulan penelitian
menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui
restorative justice dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui upaya
perdamaian restorative justice di tingkat kepolisian dan optimalisasi
lembaga adat dan pranata sosial untuk memediasi perdamaian bagi pihak
yang bersengketa. Akibat hukum bagi pelaku adalah pembebasan dari

tuntutan ketika restorative justice berhasil, atau keringanan hukuman
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setimpal dengan pertimbangan hakim jika restorative justice tidak
berhasil.

3. Hasil Penelitian Yohana Anastasia (2014), “ Penerapan Asas
Restorative Justice dalam Kasus Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
(Studi di Polsek Medan Sunggal).*’

Sistem peradilan pidana sering tidak memenuhi harapan dan sering
kali menyebabkan kekecewaan serta ketidakadilan dalam penyelesaiannya.
Khususnya untuk kejahatan yang dianggap ringan, seperti pencurian
ringan, penyelesaiannya menurut model sistem restorative justice
(pemulihan)-dan restorative-(pemulihan kerugian)-terkadang, tersisa rasa
dendam di antara karban. dan pelaku.Abli hukum _pidana /mencoba
memaparkan ~model penyelesaian sistem peradilan pidana dengan
pendekatan restorative justice dehgan harapanh“dapat memberikan solusi
yang lebih baik untuk keduanya.Yang diteliti dalam masalah skripsi ini
adalah bagaimana penerapan pendekatan restorative justice pada kasus
pencurian ringan di Polsek Medan Sunggal, serta hambatan-hambatan
yang dihadapi Polsek Medan Sunggal dalam menangani kasus pencurian
ringan dengan menerapkan pendekatan restorative justice. Metode
pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan secara Yuridis
Empiris dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan

penyidik kepolisian di Polsek Medan Sunggal.

" Yohana Anastasia, Penerapan Asas Restorative Justice dalam Kasus Pencurian Ringan

(Pasal 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal), (Medan:2014).
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Hasil penelitian menunjukan, pendekatan restorative justice yang
diterapkan dalam penyelesaian kasus pencurian ringan di Polsek Medan
Sunggal yaitu dengan mediasi antara pihak terkait, seperti polisi, korban,
pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku dengan mengadakan
pertemuan di antara mereka. Jika kesepakatan tercapai, kasus tersebut
tidak perlu dibawa ke proses pengadilan. Hambatan yang dihadapi Polsek
Medan Sunggal dalam ‘menangani kasus pencurian fringan dengan
pendekatan restorative justice adalah minimnya pemahaman korban,
pelaku, serta keluarga mereka tentang pendekatan restorative, adanya
potensi, dendam, di- masa depan, karena, ketidakpuasan-antara, pinhak-pihak
yang bersangkutan,

kurangnya . penegak hukum _yang . meperapkan

restorative  justice, Kurang lengkapnya substansi hukum yang

melaksanakan restorative ljustice, sérta kurangnya aparat penegak hukum

bersosialisasi kepada masyarakat, termasuk korban dan pelaku.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Perbedaan
NO Nama Judul Persamaan Penelitian Penelitian
Terdahulu Peneliti
1 Agus Restorative 1). Penyelesaian | 1). Jenis Tindak | 1). Peneliti
Setiawan Justice perkara Pidana Menggunakan
Terhadap menggunakan Pencurian Metode
Pelaku Tindak pendekatan Ringan Penelitian
Pidana Ringan Restoraive 2). Menggunakan Yuridis
Berupa justice. Pendekatan Normatif
Pencurian Yuridis 2). Subjek
Ditingkat Empiris. penelitian ini
Penuntutan 3). Subjek adalah kantor
Penelitian Kejaksaan
adalah Negeri
Kejaksaan Situbondo
Negeri 3). Jenis Tindak
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secara Yuridis
Empiris

Perbedaan
NO Nama Judul Persamaan Penelitian Penelitian
Terdahulu Peneliti
Pangkal Pidana
pinang Pencurian
Ternak
2 Mohd. Analisis 1). Penyelesaian | 1). Menggunakan | 1). Subjek
Sukri Penyelesaian perkara metode penelitian ini
Harriyus Tindak Pidana menggunakan penelitian adalah
Pencurian pendekatan hukum Kejaksaan
Ringan restorative sosiologisl Negeri
Melalui justice 2) Sebjek Situbondo
Restorative penelitian 2). Tindak pidana
Justice (Studi adalah Polsek pencurian
Kasus Polsek Senapelan pemberatan
Senapelan Kota Pekan 3). Menggunakan
Kota Baru metode
Pekanbaru) 3). Penyelsaian Yuridis
tindak pidana Normatif
ringan
3 Yoohana Penerapan 1)Penyelesain 1)-Pelaku tindak y1~1)s Pelaku
Anastasia), || Asas perkara pidana Tindak
Restorative menggunakan dewasa Pidana
Justice dalam penhdekatan 2)..Subjek Dewasa
Kasus restorative penelitian 2).Menggunakan
Pencurian justice yang Metode
Ringan (Pasal digunakan Penelitian
364 KUHP) adalah Yuridis
(Studi di Penyidik Normatif
Polsek Medan Kepolisian di | 3). Subjek
Sunggal) Polsek Medan Penelitian
Sunggal. adalah
3). Jenis Tindak Kejaksaan
Pidana Negeri
Pencurian Situbondo
Ringan 4). Jenis Tindak
4).Menggunakan Pidana
Metode Pencurian
Pendekatan Ternak
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B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana asal kata dari strafbaar feit dalam bahasa Belanda®,

straafbar berarti dapat dihukum sedangkan feit memiliki arti kejadian

nyata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terjemahan

strafbaar feit dalam bahasa Indonesia yaitu®®:

a. Perbuatan yang dapat dihukum

b. Peristiwa pidana

c. Perbuatan pidana

d. ; Tindak, pidana

Berbagai. pendapat_para .ahli bukum._tentang jpengertianstratbaar
felt, yaitu:

a. Penjelaskan bagi-Prof! Mulyatne, S.H. bahwa perbuatan pidana yakni
tindakan manusia yang menghasilkan konsekuensi tertentu yang
dilarang oleh hukum, yang dapat mengakibatkan pelaku dikenai sanksi
pidana®.

b. Simon menjelaskan bahwa strafbaar feit adalah perilaku yang

melanggar aturan secara sengaja dilaksanakan oleh seseorang yang

dikenai tanggung jawab atas tindakannya®".

?® Ishaq, Hukum Pidana”, (Depok:Rajawali Pers, 2020), 71

YE. Y. Kanter, Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, (Jakarta: Storia
Grafika, 2002), 204.

%% Teguh Prasetyo, 44.

31Moelja‘tno, Asas-asa Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 56
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c. Pompe memberikan definisi strafbaar feit adalah tindakan yang telah
dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang sebagai tindakan yang
layak dikenai sanksi®%.

Tindak pidana ialah sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum
dan diancam dengan pidana. Delik adalah Istilah lain untuk tindak pidana,
berasal dari bahasa Latin, yaitu kata Delictum. Berdasarkan rumusan ini,
delik (strafbaar feit) mengandung beberapa unsur yakni*>:

a. Perbuatan manusia;

b. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang;

C. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Menurut uralan Abdul Qadir Audah dalam bukunya yang berjudul
At-Tasyri’ Al-Jina’l Al-Islamy Mugqarananbil Qanunil Wad iy, kualifikasi
jenis tindak pidana, berdasarkan berat ringannya hukuman yang
dikenakan,yakni**.

a. Hudud merupakan hukuman yang telah ditentukan jenis dan

besarnya dan menjadi hak Allah SWT. Tindak pidana hudud ada 7

macam, Vaitu: zina, gazaf(menuduh orang berbuat zina), minum

32 Adami Chazawu,Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang : Media Nusa Creative,
2003), 72.

33 Teguh Prasetyo, 48.

*Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’l Al-Islamiy Mugarananbil Qanunil Wad’iy,
Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam [
(Bogor : Charisma Ilmu, 2008), 99-126
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yang memabukan, mencuri, hirabah (merampok/mengganggu
keamanan), murtad, memberontak.

b. Kisas dan diyat, yaitu tindak pidana yang ancaman hukumannya
pembalasan dengan akibat yang sama (kisas) atau hukuman
pengganti(diyat), yang mana kadar jumlahnya tidak memiliki batasan
minimal ataupun maksimal. Dan korban memiliki hak untuk
memaafkan si pelaku dan membatalkan hukuman yang diberikan jika
dia menginginkannya. Tindakan pidana kisas dan diyat ini terdiri
dari lima jenis: Pembunuhan yang disengaja, Pembunuhan yang
menyerupai  disengaja, ; Pembunuhan , yang tidak, ; disengaja,
Penganiayaap yang_.disengaja,. dan_.Penganiayaanyang . tidak
disengaja.

c. Takzir ialah ‘hukumVpidana’ yang. hukumannya dijatuhkan dan
ditentukan oleh pemerintah atau hakim.

Dapat diperhatikan tindak pidana pencurian adalah suatu delik
yang diatur secara formal, tindakan dimana mengambil sesuatu yang
dilarang dan diancam dengan hukuman®. Delik pencurian merupakan
delik yang umum dan diatur dalam seluruh KUHP di dunia.Bagi Cleiren,
mengambil (wegnemen) artinya dengan sengaja untuk memiliki. Ini berarti
niatnya adalah ingin menguasai benda yang diambilnya untuk kepentingan
pribadi secara melanggar hukum. Selain itu, objek tindak pidana pencurian

tidak hanya terbatas pada benda bergerak saja, tetapi secara umum, dapat

®Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang : Media Nusa Creative,

2003), 6
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dikatakan bahwa objek pencurian adalah setiap benda, baik benda materi
maupun benda immateri, dan dalam batasan tertentu, bahkan termasuk
benda yang belum dimiliki oleh siapa pun (res nullius).

Tingkat keparahan hukuman untuk tindak pidana pencurian selalu
bergantung pada keadaan di mana tindakan pencurian tersebut terjadi.Pada
umumnya tindak pidana pencurian tergolong dalam kategori delik biasa,
bukan delik aduan, kecuali jika terjadi pencurian di lingkungan keluarga.
Delik biasa mengacu pada situasi di mana tindak pidana dapat diperiksa
oleh pihak penegak hukum tanpa persetujuan atau laporan dari korban.
Namuny jika-kerban jmelakukan,pengaduan terlebih-dahuly, dan kemudian
mencahut_ laporannya, proses . hukum  terhadap., pelaku_ tetap_.akan
dilanjutkan. Sebaliknya, dalam delik aduan, penuntutan findak pidana
harus dilakukan atas-dasar pengaduan dari korban.Tercantum dalam Pasal
75 KUHP yaitubarang siapa yang memasukkan pengaduan, memiliki hak
untuk menarik kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak
hari pengaduannya. Contoh dari delik aduan ini adalah pasal 310 KUHP
mengenai pencemaran nama baik, dan juga Pasal 284 KUHP mengenai
perzinahan, serta pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan
oleh seseorang dalam situasi, waktu, dan tempat tertentu yang
bertentangan dengan hukum serta dapat merugikan masyarakat. Perbuatan
tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana jika melanggar larangan yang

ditetapkan dalam hukum pidana dan pelakunya diancam dengan sanksi
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pidana, serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.Unsur-unsur
tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi dua
macam, yaitu®®:
a.  Unsur Objektif
Unsur yang terdapat diluar si pelaku.Unsur yangberhubungan
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yang mana tindakan pelaku
harus dilakukan. Terdiri dari:

1) Perbuatan melanggar hukum

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat
dalam. delik materil atau delik yang,dirumuskan,secara material,
seperti pembunuhap.(pasal_338 KUHP), penganiayaan_(pasal_351
KUHP),dan lain-lain.

3) Ada unsur melawan hukum, Setiap tindakan yang dilarang dan
diancam dengan hukuman oleh peraturan hukum pidana harus
secara prinsip melanggar hukum, bahkan jika keberadaan unsur ini
tidak secara eksplisit dijelaskan dalam perumusan hukum tersebut..

4) Terdapat unsur memberatkan tindak pidana, hal yang terdapat
dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, karena
timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat.

5) Ada dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana adalah sebuah
perbuatan akan diklasifikasikan sebagai tindak pidana ketika

dilakukan oleh seseorang dalam situasi, waktu, dan keadaan

**Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 63.
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tertentu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan
masyarakat, serta melanggar larangan yang ditetapkan dalam
hukum pidana yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana, dan

pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang berkaitan dengan pelaku dan segala yang ada

dalam pikiran atauhatinya., yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

Kesengajaan atau ketidaksengajaan

Maksud atau voornemen pada suatu percobaan, seperti yang
dimaksud dalam.pasal (53ayat 1) KUHR.
Berbagai. /macam _maksud seperti_terdapat_ dalam._kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,dan sebagainya.
Merencanakan-terlebih dahulu, seperti‘tercantum dalam pasal 340
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan ancaman pidana sesuai

dengan Pasal 10 KUHP, yaitu®’:

a.

Pidana Pokok yaitu:

1) Pidana mati;

2) Pidana penjara;
3) Pidana kurungan;

4) Pidana denda.

%7 Ishag, 9
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b. Pidana Tambahan, terdiri dari:
1) Pencabutan hak-hak tertentu;
2) Perampasan dan penyitaan barang-barang tertentu;
3) Pengumuman putusan hakim.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat
adalah pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang
sering terjadi di kalangan masyarakat dan dapat merugikan harta orang
lain. Unsur utama dari tindakan mengambil ialah adanya tindakan aktif
yang ditujukan pada suatu benda dan pemindahan kepemilikan benda
tersebut, ke-dalam kekuasaan-pelaku, Terdapat. beberapa ;komponen
dalam tindak pencurian,-yaitu®;

1) ‘Unsur Objektif yaitu adanya perbuatan mengambil, objekSuatu
benda, dan unsur 'keadaan-yang-menyertai/melekat pada benda,
yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

2) Unsur Subjektif yaitu adanya maksud yang ditunjukan untuk
memiliki, dan dengan melawan hukum.

Dasar hukum yang mengatur suatu tindak pidana pencurian di
Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
sebagai berikut:

a) Pencurian Biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHPyang berbunyi
sebagai berikut:

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau

sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena

% Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang:Media Nusa Creative,

2004), 5
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pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900

Berdasarkan rumusan di atas pencurian biasa memiliki unsur-unsur
sebagai berikut®®:

1. Perbuatan mengambil artinya mengambil untuk dimiliki, dan
dapat dikatakan pencurian ketika barang tersebut sudah
berpindah tempat.

2. Adanya barang artinya segala sesuatu. yang berbentuk
termasuk juga binatang dan seperti uang, baju, kalung dll
Barang tersebut kepemilikan-orang lain
Pengambilan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum ketika seseorang menemukan barang dijalan
kemudian diambilnya. Ketika waktu menemukan barang
secara langsung mengambilnya untuk dimilikinya maka
perbuatan tersebut termasuk pencurian dan ketika seseorang
tersebut ~ada piatan- untuk , menyerahkan barang tersebut
kepada palisiy akan tetapi/dirumahi barang.itu-disimpan untuk
diri. sendiri atau tidak diserahkan keapada.polisi maka ini
termasuk/Jpenggelapan /(pasal 372)y, karena: Barang : itu
distmpan dan sudah berada ditangannya.

b) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam (Pasal 363KUHP)

yang berbunyi-sebagai' berikut:
1) Dengan hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun
le. Pencurian hewan. (KUHP 101)
2e. Pencurian dalam situasi kebakaran, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan
kereta api, letusan gunung api, pemberontakan atau bahaya
perang.
3e.Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan
oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak. (KUHP 98, 167 s, 365)
4e.Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan berkelompok. (KUHP 364)
5e.Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau
dapat untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintan palsu atau pakaian jabatan
palsu.(KUHP 99 s, 364 s).

B ow

3% Adami Chazawi, 5.
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2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 dissertai dengan
salah satu hal yang tersebut dalam No 4 da 5, dijatuhkan
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

c) Pencurian Ringan yang diatur dalam (Pasal 364 KUHP) yang
berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan didalam pasal 362 dan pasal
363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal
363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah
atau pekarangan yang tertuup yang ada rumahnya, maka
jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima
puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan denga
hukuman' penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp.900,-\

Yang termasuk pencurian ringan yartu:

1. Pencurian biasa yang telah diatur (pasal 362), harga
barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh
rupiah

2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih

3. (Pencurian- dilakukan , dengan,- cara- jmembongkar,
memecah, . memanjat dsb

d) Pencurian dengan kekerasan yang,diatur dalam. (Pasal-365 KUHP)
yaitu:
1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun,
dihukum pecurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan'-atau! ancaman’' kekerasan“terhadap orang, dengan
maksud akan menyiapkan atau memudahkahn pencurian itu jika
tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi
dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan
kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri
tetap ada ditangannya.
2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
le. Jika perbuatan itu dilakukan malam har didalam sebuah
rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya
atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang
sedang berjalan.(KUHP 98, 363).

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama
atau lebih (KUHP 363-d)

3e. Jika sipencuri masuk ketempat melakukan kejahatn itu
dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu (KUHP 99, 100, 364s)

4e. Jika perbuatan itu menjadaikan ada orang mendapat luka
berat (KUHP 90)

3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun
dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP
35,89,366)
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4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan,
jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat
atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No
1 dan 3. (KUHP 339, 366, 486).

e) Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) yang
berbunyi sebagai berikut:

1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejadian yang
diterngkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena
kejahatan Itu, yang tidak berceral meja mkan dan tempat tidur
atau bercerai-harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak
dapat dituntut hukuman

2) Jika ta suaminya (istrinya) yang sudah diceraitkan meja makan
tempat tidur atau harta benda, atau sanak, keluarga orang itu

karena kain, baik dalam keturunan yang lurus, maupun
keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka
bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada
pengaduan-dari orang yang dikenakan kejahatan-itu.

3)v Jika 'menurut adat istiadatketurunan libu, 'kekuasaan bapak
dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung,.maka ketentuan
dalam ayat/kedua berlaku juga‘bagi‘orang itu. (KUHP 55 s, 72
s, 99; 370, 376, 394, 404, 141).

Terdapatnyaunsursunsur pada pasal 367-KUHP sebagai berikut*:

1. Pencurian dalam'bentuk pokok (pasal 362 KUHP) tidak dapat
dilakukan penuntutan apabila dibarengi dengan unsur
tambahan, yakni :

2. Memiliki hubungan perkawinan yang tidak terpisah meja dan
tempat tidur atau tidak terpisahkan harta kekayaannya;dan
objeknya adalah benda milik suami atau istri tersebut maka
tidak dapat dituntut pidana dan negara tidak mempunyai hak
menuntut terhadapnya, sedangkan petindak atau menjadi
pelaku pembantunya adalah suami atau istri yang mana
kewajiban untuk tinggal serumah ditiadakan maka pelaku
pencurian dapat dihukum tetapi harus ada pengaduan dari
salah satu pihak yang dirugikan.

3. Pencurian terhadap harta benda itu adalah sanak keluarga
atau keluarga sedarah maka hanya dapat dituntut atau
pengaduan dari orang yang memiliki barang itu

Kategorisasi tindak pidana pencurian sebagaimana telah

diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian sendiri memiliki

% Adami Chazawi, 43
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lima macam bentuk pencurian dengan ancaman dan penegakan hukum
yang berbeda vyaitu: 1) Pencurian biasa, 2) Pencurian dengan
pemberatan, 3) Pencurian ringan, 4) Pencurian dengan kekerasa, 5)
Pencurian dalam kalangan keluarga. Penelitian ini secara konseptual
hanya akan berfokus pada kategori pencurian pada bentuk kelima
berupa pencurian dalam kalangan keluarga.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367
KUHP ini merupakan Pencurian” di kalangan keluarga.Artinya baik
pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian
dalam keluatga. Pasal ,367 KUHP akan terjadi,-apabila: seorang suami
atau istri_melakukan (sendiri) atau membantu_(orang. lain) pencurian
terhadap harta benda istri atau suaminya®.

Berdasarkan ketentuan-‘Pasal. 367 %ayat (1) KUHP apabila
suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak
terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya,
maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka
mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Jadi, apabila suami,
misalnya, melakukan pencurian atau membantu (orang lain)
melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang
keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu
mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan, demikian berlaku

sebaliknya. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami

*"Moeljatno, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),
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atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan
sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka
terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak
ada pengaduan.

Pertimbangan terhadap tidak dapat dituntutnya suami atas
pencurian terhadap isteri dan sebaliknya berdasarkan Pasal 367 KUHP
ayat (1) KUHP adalah didasarkan atas alasan tata susila. Sebab, naluri
kemanusiaan kita akan“mengatakan betapa tidak pantasnya seorang
suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang utuh, harus
saling ,herhadapan,-di pengadilan. ,Rasanya ;perilaku- tersebut tidak
sesuai_dengan. etika moral_yang hidup dalam masyarakat-Indonesia.*?
Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara
suami-isteri; akan«menjadi sulit menentukan mana harta suami dan
harta istri yang telah menjadi objek pencurian tersebut. Apabila di
antara suami-isteri tersebut telah terpisah meja dan ranjang atau harta
kekayaan dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP secara
tegas dinyatakan, bahwa apabila antara suami dan isteri itu sudah
terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila
terjadi pencurian di antara mereka dapat dilakukan penuntutan,
sekalipun penuntutan terhadap mereka itu baru dapat dilakukan apabila

ada pengaduan dari yang dirugikan (suami atau isteri).

** Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 29.
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Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang
membantu melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah,
penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.Sekarang marilah
kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (3) KUHP.Aturan ini
sebenarnyapenting untuk suatu daerah yang menganut garis keturunan
ibu (matrilineal). Dalam hal “peran” suami berdasarkan (hukum) adat
setempat dilakukan oleh orang lain, maka ketentuan dalam ayat (1) dan
ayat (2) Pasal 367 KUHP juga berlaku baginya*

2. Kejaksaan Republik Indonesia

l.embaga negaka yang mempunyai kekuasaan terkhusus di bidang
penuntutap. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang.Namor 11 Tahun.2021
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik-«Indonesia ‘menjelaskan' “oahwa kejaksaan adalah
lembaga pemerintah yang berkaitannya dengan kekuasaan kehakiman
dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dipimpin oleh
Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan
kekuasaan negara yang khusus dibidang penuntutan dan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan®. Kejaksaan berperan sebagai
pemimpin dalam proses perkara (Dominus Litis), yang memiliki peran

penting dalam penerapan hukum,hal ini hanya Kejaksaan yang berwenang

“Moeljatno, 17.
*“pengertian  Kejaksaan”, diakses = pada  tanggal 05 Oktober 2022,
https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan.
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untuk menentukan suatu kasus dapat dibawa ke Pengadilan atau tidak,
dengan bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Pasal 4
Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur posisi
Kejaksaan sebagai berikut:

a. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik
Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan
negara Republik Indonesia.

b. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah ~yang ditetapkan berdasarkan
KeputusanPresiden atas usul Jaksa-/Agung.

c. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan
hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Presiden atau usul Jaksa Negeri

d. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi
KejaksaanNegeri, dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang
ditetapkan..olen Jaksa Agung.setelah mendapatkan ‘pertimbangan
dari menteri yang.menyelenggarakan urusap pemerintahan di
btdang, aparatur-negara.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kejaksaan dratur

dalam pasal sebagai berikut;

1. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pidana bersyarat;

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.

(2) Di bidang peradata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan
kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan
turut menyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
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d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik
kriminal.

2. Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang
melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan
pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset
lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

3. Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan
berwenang.

4. Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Selain melaksankan tugas dan wewenang sebagimana
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A dan Pasal 30B
Kejaksaan

a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan
kesehatan yustisial Kejaksaan;

b.JTurut serta dan aktifi dalam pencarian_Kebenaran atas
perkara.pelanggaran hak asasi manusai yang berat dan
konflik sostal tertentu’demi terwwjudnya keadilan;

c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana
yang ymelibatkan saksi ydan korban serta proses
rehabilitasi, restitusi,-dan kompensasinya;

d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi
untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti
serta restitusi;

e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan
informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya
dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah
diproses dalam perkara pidana untuk menduduki
jabatan publik atas permintaan instansi yang
berwenang;

f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang
keperdataan dan/ atau bidang publik lainnya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

g. Melakukan sista eksekusi untuk pembayaran pidana
denda dan uang pengganti;

h. Mengajukan peninjauan kembali;dan

i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-undang
khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan
menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak
pidana.
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5. Pasal 39 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang
diatur dalam:

a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh; dan

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenal otonomi khusus Papua, sesuai dengan
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal diatas terkait tugas dan
kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dimiliki khususnya
dalam bidang pidana vyaitu melakukan penuntutan maka peraturan
perundang-undangan juga memberikan kewenangan bagi Kejaksaan
Republik Indopesia untuk menghentikan ,proses penuntutan-yang sedang
dilakukan, Penghentian penuntutan tersebut diatur secara jelas.dalam Pasal
140 Ayat 2 huraf A KUHP. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa dapat
menghentikan proses-penuntutan dengan‘alasan:

a.  Kurangnya Bukti
b.  Tidak termasuk tindak pidana
c.  Perkara ditutup demi hukum.

Langkah berikutnya terkait kekuasaan penuntut umum dalam
mengakhiri proses penuntutan dijelaskan pada Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan
berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Pendekatan ini, pelaku, korban,
serta masyarakat turut terlibat dalam proses penyelesaian kasus.

Pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya pertemuan

langsung bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus
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pidana. Penetapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 mengenai
wewenang  Jaksa  dalam penghentian penuntutan dengan
mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dianggap sebagai inovasi
pada penanganan tindak pidana. Keadilan Restoratif dipandang sebagai
gagasan yang responsif terhadap perkembangan sistem peradilan pidana
dengan . mempusatkan perhatian pada keamanan masyarakat juga
pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana. Persyaratan untuk
penghentian penuntutan Suatu perkara berdasarkan Prinsip Keadilan
Restoratif dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun
2020 sebagai-berikut;

(1) . Perkara tindak pidana dapat ditutup-demi hukum dan dihentikan
penuntutannya, berdasarkan’ Keadilan 'Restoratif dalam ©hal
terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tersangkajbanu pertama kali melakukan tindak pidana;

b.  Tindak-pidana hanya diancamidengan pidana denda atau
diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana
penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau
nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana
tidak lebih dari RP 2.500.000,00.

(2) Untuk tindak pidana berterkaitan harta benda, apabila terdapat
kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut
pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala
Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat
dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan
dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh,
nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dapat dikecualikan.

(5 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria’keadaan yang bersifat
kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan
persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala
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Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan
Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian
penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan
memenuhi syarat:

a. Telah ada pemulihan kembali. pada keadaan semula yang
dilakukan oleh tersangka dengan cara:
1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana
kepada korban;
2. Mengganti kerugian korban;
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak
pidana; dan/atau
4. Memperbaiki kerusakan -yang ditimbulkan dari akibat
tindak pidana;
b.Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan
tersangka; dan
c. Masyarakat merespon positif.

Tetapl 'hanya ‘sebagian’ jperkara | pidana’ yang! ‘dapat! dilakukan
penghentian/penuntutannya karena\berdasarkan Pasal 5 ayat 8 Perja 15
Tahun 2020 terdapatbeberapa penkara pidanayang tidak dapat dihentikan
proses penuntutan beberapa perkara pidana tersebut meliputi:

a. Tindak pidana terdapat keamanan negara, martabat Presiden dan
Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta
wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilan;

Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
Tindak pidana narkotika;

Tindak pidana lingkungan hidup; dan

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

©oo0oT

Sedangkan teknis untuk melaksanakan Perja 15 Tahun2020 diatur
secara rinci dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Nomor 01/E/EJP/02/2020 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan
berdasarkan Keadilan Restoratif. Teknis pelaksana tersebut dapat

diuraikan sebagi berikut:
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1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat
dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku
kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni:

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana
penjara tidak lebih dari 5(lima) tahun; dan

c. Nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dalam penerapannya, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat
prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disimpangi
berdasarkan ketentuan:

a." Pasal 5 ayat (2) untuk tindak pidana terkait harta benda dapat
dilakukanpenghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak
pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya
(huruf a+ huruf b atau huruf a+huruf c).

b. Pasal 5 ayat (3) untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap
orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang dapat dilakukan
penghentian- penuntutan , berdasarkan , keadilan. restoratif jika
tersangka barus pertama’ kali ' melakukan.tindak\pidana dan
tindak _pidapanya banya diancam.dengan pidana.denda. atau
pidana penjasaitidak-lebrh dari-5 tahun (hanya hurf a+ hurufib).

c. Pasal 5 ayat 4 dalam hal tindak pidana dilakukan Kkarena
kelalaiany-dapat dilakukan penhentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif'jika‘tersangka baru pertama kali melakukan
tindak pidana (hanya huruf a saja).

3. Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat 1 atau pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2), ayat (3), dan (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi
harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari
oportunitas penuntutan umum, proporsional dan subsidiaritas,
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4
serta kriteria/lkeadaan yang bersifat kasuistik yang menurut
pertimbangan Penuntutan Umum dengan persetujuan Kepala
Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat
dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

4. Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif
dilakukan dengan meminta persetujuan keapada Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara dengan tahapan
sebagai berikut:

a. Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah
perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan
permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu
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paling lambat 1 hari sejak kesepakatan perdamaian dengan
menggunakan sarana tercepat;

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan
dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian,
kesepakatan perdamian, dan nota pendapat Penuntut Umum;
Gelar perkara sebagiamana dimaksud dalam huruf a dilakukan
dalam waktu paling lambat 2 hari sejak permohonan diterima
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Uum dan diselenggarakan
dengan menggunakan sarana elektronik (video conference);

. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan
oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan
Negeri/ Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan
memaparkan Kronologis singkat perkara, upaya perdamaian,
proses perdamaian, dan Kkesepakatan perdamaian Yyang
difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum;
Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
menyetujui-Keapala Kejaksaan Tinggi-membuat, persetujuan
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara
tertulis, disertai., pertimbangan _berdasarkan._gelar . perkara
sebagaimanay, dimaksud ‘dalami huruf dyydalam waktu! paling
lambat 1 hari sejak disetujul;

. Setela memperoleh ypersetujuanyypenghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam
huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk
memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan
meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan
perdamaian dalam waktu paling lama 2 hari sejak
diberitahukan;

. Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam
huruf g, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk
melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan
perdamaian;

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti sebagaimana
dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah
dilaksanakan, Penuntut Umum membuat laporan kepada
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaaan
Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelakasanaan
kesepakatan perdamaian; dan

Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud
dalam huruf i, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala
Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat
1 hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
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5. Dalam hal terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk
kepentingan pemulihan dan hak korban serta iktikad baik para
pihak, jangka waktu pelaksanaan perdamaian dapat diperpanjang
dengan tetap memperhatikan batas waktu penahanan pada tahap
penuntutan jika tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan
negara.

3. Hewan Ternak

Hewan meliputi segala jenis binatang yang hidup di darat, baik itu
yang dipelihara maupun yang hidup secara alami, sedangkan ternak
merujuk pada hewan-hewan yang dipelihara khusus oleh manusia, di mana
tempat tinggalnya, perkembangbiakannya, dan pemanfaatannya diatur,
diawasi, serta dijaga secara khusus sebagai penyedia bahan serta jasa yang
bermanfaat bagi\kehidupah manusia®./Kegiatan ‘dalam bidang peternakan
dapat dikelompakkan menjadi dua kategeri, yakni peternakan hewan besar
seperti sapi, kesbauydan kuda, dampeternakan-hewan kecil seperti ayam,
kelinci, dan lain sebagainya. Beberapa jenis ternak termasuk sapi, kerbau,
sapi perah, domba, kambing, babi, kelinci, ayam, itik, mentok, puyuh, ulat
sutera, belut, katak hijau, dan lebah madu®.

Sedangkan Pasal 101 KUHP yang termasuk hewan ternak yaitu
binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi*’.
Keterangan dalam Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa binatang yang

berkuku satu seperti; kuda, keledai dsh.Sedangkan binatang memamah

biak seperti: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. Harimau, anjing, dan

* Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan

4« Jenis Ternak” http://desabinaan.binadarma.ac.id/desapangkul/index.php?page=ternak,
diakses pada tanggal 03 Desember 2022.

*'R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor:Politeia, 1995), 105
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kucing tidak masuk golongan hewan, karena bukan binatang yang
memamah biak dan juga bukan babi.
4. Restorative Justice
Restorative Justice dapat dimaknai sebagai bentuk pemulihan
terhadap keadilan yang nantinya akan didapatkan bagi diri korban pelaku®®
Bentuknya sendiri berupa upaya dari pemulihan suatu hubungan dan juga
dari kesalahan yang nantinya dilakukan-oleh pelaku tindak pidana, bisa
saja 'melalui keluarganya yang saling berhubungan damai dan
menyelasaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan, tanpa
adanya, upaya shukum,yang-berlanjut. ,Agar nantinya-setelah, upaya ini
berhasil dilakukan, dapat berakibat baik untuk kedepannya, tidak lagi ada
kesalahpahaman, hingga membuat permasalahan baru terjadi®.
Menurut pendapat VBurt* Galaway dan Joe Hudson definisi
restorative justice mencakup beberapa unsur pokok, yaitu®:
a. Kejahatan dianggap benturan antara seseorang yang berpotensi
merugikan korban, masyarakat, atau bahkan pelaku itu sendiri.
b. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memperoleh
perdamaian di dalam komunitas, serta mengganti kerugian yang timbul

akibat konflik tersebut bagi semua pihak yang terlibat.

* Emilia Susanti, Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana berbasis
Kearifan Lokal, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021), 22.

® Andri Kristanto, Kajian Perturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative,” Lex Renaissance, No. 1 VOL (7
Januari 2022): 180-193.

*Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang
menurut Restorative Justice, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3,
September, 337-351
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c. Peran Kkorban, pelaku, dan masyarakat difasilitasi dalam proses

peradilan pidana untuk menemukan penyelesaian dari konflik tersebut.
Termuat dalam prinsip-prinsip keadilan restorative justice, sebagai

berikut®!:

a. Adanya bentuk dari rasa tanggungjawab dari pelanggar dari
perbuatannya;

b. Adanya kesempatan bagi pelaku untuke melakukan ganti rugi;

c. Melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dengan disetujui
kedua pihak, baik itu dari korban maupun keluarga dari pelaku®.

Dalam sistem-peradilan, pidana, terpadu di-Indonesia, ;restorative
justice ini_berkembang, saat.tahun 1960 an dan saat, ini sudah,_dituangkan
dalam beberapa‘peraturan hukum sebagai berikut:

Terdapat suatu Kebijakan-“terkait dengan penuntutan dengan
menggunakan asas kebijakan menuntut, dimana hal tersebut merupakan
kewenangan dari seorang Jaksa. Bisa menggunakan cara melalui
pendekatan yang biasa dinamai dengan Restorative Justice, yang
dilakukan diluar Pengadilan. Ditetapkannya dalam suatu Peraturan dari
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia dijabarkan bahwasannya penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif ini dilaksanakannya dengan berasaskan

sebagai berikut:

! Emilia Susanti, 29.
**Musa.Peradilan Restorative Suatu Pemikiran Alternative System Peradilan Anak Di
Indonesia, Diakses tanggal 5 Oktober 2022.www.peradilanrestorative.com
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1. Keadilan;

2. Kepentingan umumy;

3. Proporsionalitas;

4. Pidana sebagai jalan terakhir;dan
5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun dalam Pasal 5 Perja Indonesia mengenai persyaratan
supaya bisa dilaksanakannya proses restorative justice berikut:

1. Pertamakalinya melakukan tindak pidana;

2. Ancamannya hanya berupa denda atau pidana penjara tidak

lebih dari 5 tahun

3. Tindak pidana dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian

tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah).

Terdapat’bentuk bertpa tata cara\pelaksanaan perdamaian yang ada
dalam Pasal ¥ hingga /Pasal'14, jterkait PeraturanKejaksaan berdaSarkan
restorative justice. Melalui tiga tahapanan dibawah :

1. Terdapat bentuk perdamaian

2. Proses perdamaian

3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan keadilan
restoratif yang terusun dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/V11/2018
Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam lembaga Peradilan Umum
pelaksanaan restorative justice ini disusun dalam Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative

Justice di Lingkungan Peradilan Umum.Pedoman ini berlaku dan wajib
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dipedomani oleh seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Penyelesaian

perkara melalui keadilan restoratif pada ranah peradilan umum diatur

dalam peraturan sebagai berikut®*:

1.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan ‘Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman-Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi-Medis-dan Rehabhilitasi Sosial

Surat \Edaran /Ketua! Mahkamah ! Agung. ‘Republik! Indonesia
Nomar . 3 , Tahun 2011 tentang _Penempatan . Kaorban
Penyalahgunaan Narkotika! diyy, Dalam “lembaga’ Rehabilitasi
Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Suraty Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia;-Jaksa Agung-Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik
Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/
SKB/ XI1/ 2009, 148A/ AIJA/12/2009, B/45/ XI11/ 2009, M.HH-
08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/ PRS-s/ KPTS/2009, 02/Men.PP
dan PA/XI11/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012,
Nomor M.HH-07.HM.0302 Tahun 2012, Nomor KEP-
06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober
2012 tentang Pelaksanaann Penerapan Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan
Cepat Serta Penerapan Keadilan Ringan dan Jumlah Denda,

3Surat

Keputusan  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan

Peradilan Umum.
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Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice).

8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Menteri Hukum. dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri
Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor
01/PB/MA/INI/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun
2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014
Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/1ii/2014/BNN tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi.

Teknis pelaksanaan restorative justice antar lembaga tertuang pada
Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan
Kepolisian Republik Indonesia! membuat peraturan.berdasarkan institusi
masing-masing 'sebagal, pedoman ‘penyelesaian perkara pidana dengan
prinsip keadilanyrestoratif jantara lain>*:

a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor SE/8/V11/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan
Restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri
8/2018);

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
(Perkapolri 6/2019);

c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan
Restorative (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur
Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  1691/Dju/SK/PS.00/12/2020  tentang
Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative
(Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Keadilan restoratif menempatkan kepentingan pemenuhan

kebutuhan material, emosional, dan sosial dari korban sebagai hal yang

**Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
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utama. Keberhasilan dari penerapan prinsip restorative justice tidak diukur
dari seberapa berat hukuman yang diberikan oleh hakim, tetapi lebih pada
seberapa banyak yang dipulihkan oleh pelaku. Keadilan restoratif tidak
hanya memberikan cara lain terhadap penuntutan dan hukuman penjara,
tetapi untuk menuntut tanggung jawab dari pelaku dalam memperbaiki
kesalahan yang dilakukannya. Perlindungan terhadap. korban menjadi
prioritas utama karena mereka yang merasakan dampak langsung dar
tindak pidana yang mereka alami. Dengan sebab itu, penyelesaian melalui
pendekatan keadilan restoratif sangat penting, terutama pada kasus tindak
pidana jpencurian untuk mengatasi ;masalah,seperti-kepadatan, di penjara
dan_ ketidaksesuaian antara_nilai .barang yang diambil. dengan tingkat
hukuman yang diterapkan.

Penyelesaian'—kasus¥ melalui mekanisme non-litigasi dipandang
lebih memuaskan karena menguntungkan pihak yang bersangkutan
maupun pelaku. Diantara sistem mediasi penal di luar pengadilan
memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Upaya penengahan
diantara kedua pihak menunjukan keberhasilan dalam memutuskan kasus
tidak menyisakan luka juga dendam yang berlarut-larut, pendekatan ini
dikenal sebagai restorative justice. Penerapan konsepnya menekankan
pada keseimbangan keadilan bagi semua pihak, harmoni, dan rekonsiliasi,
dengan fokus penyelesaian masalah pada pemulihan rasa keadilan bagi

korban.
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Prinsip dasar restorative justice menyangkut kejahatan,korbannya,
pelaku, masyarakat dan negara. Pertama, kriminalitas diposisikan sebagai
tanda perilaku sosial juga bukan sekedar pelanggaran hukum pidana;
kedua, restorative justice merupakan teori peradilan pidana yang menitik
beratkan pada pandangan kejahatan ialah perbuatan penjahat atas orang
lain bukan terhadap negara. Mengutamakan hubungan dan tanggungjawab
pelaku dalam menyelesaikan permasalahan korban dan masyarakat; ketiga,
adanya asumsi bahwa Kkejahatan dapat merugikan masyarakat juga
mengacaukan hubungan sosial; keempat, munculnya gagasan keadilan
restoratif, sebagai Kkritik-terhadap penerapan sistem-peradilap-pidana yang
melibatkan _pidapa penjaraan, yang ,dinilai _tidak . efektif _dalam
menyelesaikan Konflik sosial>.

Pembagian teori tentang pemidahaan yang relevan dengan prinsip
restorative justice:

a.  Teori Retributive
Yaitu bahwa akibat nyata yang harus ada/mutlak berupa
pembalasan bagi pelakunya.
b.  Teori Deterrence
Merupakan teori pemidanaan yang melihat adanya tujuan lain

guna bermanfaat adanya penjatuhan pidana,selain dari pembalasan

semata.

»Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk peardilan di Indonesia(Perspektif Yuridis
Filosofi dalam Penegakan Hukum In Concreto), website internet:
https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorativ

e%20justice%20merupakan%?20filsafat%2C%20proses.atau%20diungkapkan%200leh%20perilak
u%20kriminal. Diakses tanggal 27 November 2023.


https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal
https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal
https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal
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Teori Resosialisasi

Adalah proses yang menampung dan memenuhi kebutuhan
interaksi sosial dan berinteraksi di lingkungan masyarakat®®. Teori
ini merupakan salah satu faktor digunakannya dalam penerapan
prinsip restorative justice setelah penanganan perkara, dalam rangka
reintegritas pelaku dengan korban juga masyarakat sebagai suatu
konsep penyelesaian konflik
Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi diartikan sebagai tindakan ganti rugi dari akibat
kesalahan®.-Restitusi diartikan sebagai ,pemulihan. kembali yang
berkaitan _dengan kepemilikan, dan_.pemegang,.yang berhak®.
Kompensasi diartikan sebagal tunjangan yang diterima semaeam
imbalan atas jasa yang/diberikan dan:serta‘sebagai pembayaran ganti
rugi, serta perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yangtelah
menimbulkan kerugian oleh karena itu wajib mengganti dengan yang
lain. Semua teori tersebut menjadi bagian hal utama restorative
justice juga menjadi kunci keberhasilan penerapan prinsip keadilan
restoratif dalam konsep penegakan hukum pidana. Teori ini sudah
diterapkan dalam praktik peradilan perdata, tetapi dalam sistem
peradilan pidana khususnya dalam perumusan sanksi pidana belum

bersifat konkret.Karena teori secara eksplisit dalam konsep

% Dr. Sukardi.238
"Brayn A. Garner (ed). 1999, hal.1301

* Ibid,.1315
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pemberian denda kepada pelaku tindak pidana. Denda ini diberikan
kepada negara, tidak diberikan secaar langsung kepada korban yang
dirugikan.
e.  Teori Integratif

Pandangan teori integratif yang mengakomodasi semua teori
dalam suatu teori pemidanaan ini,merupakan teori yang menurut
pandangan promovendus tidak ~dapat dikesampingkan dalam
merumuskan mekanisme pemidanaan dalam penerapan prinsip
keadilan restoratif dalam konsep penegakan hukum pidana. Hal ini
berangkat-dari, pemahaman bahwa prinsip keadilap-restoratif tidak
hanya mengarah pada.pemulihan kerugian korban, tetapi_bagaimana
membenahi pelaku serta reintegritas diantara pealaku, korban,“dan
masyarakat.Semua teori‘pemidanaan-tersebut dapat ditampung dalam
suatu rancangan konsep pemidanaan baru untuk menerapkan prinsip
keadilan restoratif dalam konsep penegakan hukum pidana.

f.  Teori Restorasi

Kajian terhadap prinsip restorative justice mengarah pada
pemulihan keadilan bagi korban yang kemudian dikembangkan
menjadi recovery keharmonisan antar pihak, yaitu korban,pelaku,dan
masyarakat. Dan perdamaian ini harus mendapatkan mekanisme
sistem peradilan pidana.

Sanksi pidana yang bisa diterapkan dalam penerapan prinsip

restorative justice selain pidana mati, tergantung apa yang disepakati
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" 4

— %

' 4
dalam proses mediasi antara pl’h’ak_.jénis-jenis hukuman yang dapat
diterapkan dalam prinsip restorat"we Justice,antara lain:
1. Hukuman Pokok

a. Pidana penjara

b. Pidana denda

c. Pidana kuru

2. Tam

—
o~ N

URIVERSITAS TSLAM NEGERI
KIA{ HATI ACHMAD SIDDIQ

an ganti rugi
3. Hukuman tildalg da[MeruB E R

a. Pembayaran (penyitaan) keuntungan yang didapatkan dari tindak

pidana

b. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat

c. Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan

d. Pembayaran uang jaminan
4. Hukuman yang bersifat pendidikan:

a. Teguran dan peringatan

b. Ancaman (Hukuman Percobaan)

c. Pengasingan

d. Kerja sosial

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
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Dalam konteks penyampingan perkara(Deponering) pada
Pasal 35 huruf ¢ UU Kejaksaan yang mana tugas dan kewenangan
kejaksaan yakni menghentikan perkara demi kepentingan umum.
Jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi.Dalam sebuah
peraturan kejaksaan dengan menerbitkan Perja No 15 Tahun 2020
tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
yang dikeluarkan eleh jaksa agung. Penjelasan dalam Pasal 1 angka
1 PERJA, keadilan restoratif adalah

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

pelaku,korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak

terkait Jainnya-untuk. bersamas-sama,-mencari,-penyelesaian
yang.adil'melalui pemulihan! pada kondisi semula‘dan bukan
pembalasan.

Kejaksaan lembaga penegak hukum dalam menjalankan
tugasnya harus-berpedoman ‘pada asas hukum serta pada perundang-
undangan yang berlaku.Dalam Pasal 30C huruf ¢ UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas kejaksaan
adalahturutserta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang
melibatkan sanksi dan korban serta proses restitusi,rehabilitasi dan
kompensasi.

Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan

restoratif mempunyai gagasan konseptual bisa dilangsungkan pada

kasus pencurian,dikarenakan®:

*Imam Imanuddin, “Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice”, Syiar Jurnal Hukum, vol.16,n02, 146
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1. Penyelesaian secara restoratif ialah suatu metode yang
mempertimbangkan keadilan yang diakui secara umum di
negara-negara maju dan banyak digunakan dalam berbagai jenis
perkara pidana;

2. Penyelesaian secara restoratif mengamati tindak pidana bukan
kejahatan ‘terhadap negara, akan tetapi kejahatan terhadap
seseorang.

3. Restorative dalam penyelesaiannya berpusat pada penderitaan
dan kerugian yang dialami oleh korban,dan bukan pada
pemidanaan pelakuy;

4. Penanganan secara restoratif melalui_dialog langsung atau.tidak
langsung, berupa mediasi dan rekonsiliasi.

Prinsip’_restorative " justice« pada dasarnya merupakan
pendekatan yang berorientasi pada pemulihan keadilan korban.
Restorative justice bisa diimplementasikan pada semua jenis tindak
pidana, karena berat ringannya tindak pidana tidak dapat menjadi
ukuran terhadap metode yang dipakai untuk penyelesaiannya,
mekanisme, dan model penyelesaiannya akan bervariasi tergantung
pada keputusan pihak dalam konferensi atau mediasi.

Berdasarkan keadilan restoratif untuk menghentikan
penuntutan, jaksa harus mempertimbangkan berbagai hal. Seperti:
subjek, objek, golongan, dan ancaman tindak pidana, latar belakang

terjadinya tindak pidana, tingkat kesalahan, kerugian atau dampak
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yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan
perkara, perbaikan keadaan semula, perdamaian antar korban dan
tersangka. Beberapa langkah penerapan Restorative Justice atau
upaya perdamaian yang dituangkan pada PERJA No.15 Tahun 2020:

1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban
dan tersangka, dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan dan
intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap
penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas
tersangka dan barang bukti(tahap kedua).

2. Apabila perdamaian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak

maka dilanjutkan dengan membuat perjanjiandamai dihadapan
penuntut umum - dibuat secara tertulis yang memuat
kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pemenuhan
kewajiban tertentu atau kesepakatan damai tanpa disertai
kewajiban tertentu.
Proses_perdamaian dilaksanakan 'di! Kantor Kejaksaan kecuali
terdapat kandisi, atau , keadaan _yang_.tidak. memungkinkan
karena| alasan! keamananskesehatan dll, proses perdamaian
dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tmpat lain yang
disepakati-dengan surat perintah dariyCabang Kejaksaan Negeri
atau Kepala Kejaksaan‘Negeri

3. Setelah perdamaian diterima penuntut umum membuat laporan
mengenai upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri
untuk  meminta. persetujuan  penghentian  penuntutan
berdasarkan restoratif justice kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
paling lambat 1 hari setelah kesepakatan perdamaian. Jika
kesepakatan perdamaian dengan syarat maka Penuntut Umum
membuat berita acara kesepakatan dan nota pendapat setelah
memenuhi  kewajiban dilakukan. Proses perdamaian dan
pemenuhan kewajiban dilaksanakan paling lama 14 hari setelah
penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti (tahap
dua)

4. Ketika Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian
penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku
Penuntut Umum menerbitkann Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 2 hari setelah
persetujuan diterima. Setelah itu Surat Keputusan Penghentian
Penuntutan dicatat dalam daftarperkara padatahap penuntutan
dan register penghentian penuntutan dan penyampingan
perkara demi kepentingan umum.
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian, ini dimaksud untuk mempermudah peneliti dalam
melakukan penelitian dari awal observasi hingga selesai penyusunan dapat
diketahui®. Strategi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang
digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai keterkaitan di masalah
yang diteliti. Metode penelitian ini merupakan salah satu proses agar bertemu
suatu aturan hukum, prinsip-prinsipnya, ditambah lagi dengan doktrin yang
nantinya dapat menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi®.
Meskipun, masing-masing. terdapat-karakteristik, metodeyang ;digunakan pada
setiap kegiatan, penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum.yang.harus
difahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas
dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah®. Terdapat
beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menyusun metode penelitian ini
yaitu:

A. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif,
berfokus pada pertimbangan Penghentian Penututan Tindak Pidana
Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari
Perspektif Restorative Justice dimana penelitian dikenal dengan penelitian

hukum doktrinal yang dikonsepkan sebagai yang sudah tertera didalam

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan. 53.

'peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta,
2005), 35.

®2 Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum (Bondowoso: CV. LICENSI, 2021), 105.

53
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aturan perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi dasar
berperilaku manusia yang baik®.
B. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan digunakan peneliti untuk menemukan sumber
dari berbagai kalangan mengenai isu yang sedang ditelusuri, dengan tujuan
untuk mendapatkan jawaban atas permasalahannya. Penelitian yuridis
normatif ini_menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian
yaitu:

1. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dengan menelaah dan
menganalisis semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut
palt' dengan ‘isd hukum'yang-sedang' ditangani®*Hal ini* mencakup
undang-undangtan /peraturan-terkait tindak pencurian biasa dan, tindak
pencurian dalam keluarga.

2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) didasarkan pada pandangan
dan prinsip yang berkembang pada ilmu hukum®. Adanya menelaah
opini juga doktrin dalam ilmu hukum, maka peneliti bisa membangun
argumentasi hukum dalam menyelesaiakan permasalahan yang sedang
dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum
Terdapat beberapa sumber data dalam penelitian normatif yang

terkait dengan seberapa pentingnya data dalam penelitian ini, diantaranya :

837ainal Asikin dan Amiruddin.Pengantar Metode Penelitian Hukum (edisi revisi), (Depok:
Rajawali Pers, 2018),118.

* Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara
Media, 2021), 58.

85 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. 135.
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1. Sumber Bahan Primer

Bentuk dari bahan hukum yang memiliki sifat mengikat®®. Yang

mana merupakan bahan hukum utama meliputi segala dokumen resmi

yang memuat ketentuan hukum dalam hal ini adalah :

a.

Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Strafrecht
Voor Nederlans-Indie (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi
Hindia Belanda/ KUHP)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-UndangNomer 8.-Tahun ,1981, Tentang, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas-Undang-Undang ‘Nomort16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
tetang

Surat Edaran Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif.Nomor: 01/E/ EJP/ 02/ 2022 Tentang Pelaksanaan

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Sumber Bahan Sekunder

Adanya data dipergunakan untuk menjawab suatu problematika

yang ada dalam penelitian study pustaka melalui serangkaian dokumen,

66

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu

tinjauansingkat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),.13.
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buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta rujukan yang berhubungannya
mengenai materi penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
Menjelaskan bahan hukum premier serta sekunder, yang diperoleh
sumbernya dari kamus umum dan hukum, ensiklopedia hukum dan
internet (situs resmi).
Teknik Pengumpulan Bahan
Ketika kasus hukum" ditetapkan, kemudian dilakukan observasi
melalui berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian secara
relevan , bagi \kasus-yang dihadapi® ., Pendektan yang,digunakan peneliti
menggunakan pendekatan undang-undang (State Approach).juga pendekatan
kasus. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, 1alah dalam
penentuan pokok bahasan hukum yang nantinya ‘diteliti, selanjutnya bahan
hukum apa saja yang dianggap cocok dapat dijadikan masukkan untuk
penelitian, serta diakses langsung di perundang-undangan yang berkaitan
dengan penelitian, dapat juga dicari melalui sumber lain berupa jurnal terkait
dengan hukum pada penelitian yang dilakukan.
Analisis Bahan
Penggunaan metode hukum normatif menjadi analisis penelitian
inidimana bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.Oleh karna itu, dalam mengolah dan

menganalisis bahan hukum tersebut, berbagai penafsiran yang dikenal dalam

%7 Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:, 13.
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ilmu hukum®®. Penulis menyelesaikan masalah dalam penulisan dengan cara
menghubungkan teori dengan topik dalam penelitian setelah itu teori dan
topik yang sudah terkumpul tersebut diolah kembali menjadi suatu hasil
penelitian yang telah dilakukan analisis dan dilakukan perbandingan topik
lain yang berkaitan®®.
F. Keabsahan Bahan
Pengecekan keabsahan bahan dibutuhkan untuk membuktikan bahwa
kebenaran data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan melalui
verifikasi data.Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan
triagulasi, yaitu-untuk melakukan pengecekkan,terkait-keabsahan suatu data,
dapat dilakukan juga suatu verifikasi terhadap data tersebut.Teknik triagulasi
menggunakan pengecekan sumber data melalui studi pustaka.Triangulasi
metode juga digunakan dalam melakukan. suatu perbandingan informasi
pada suatu terkumpulnya data, dari berbagai sumber.
G. Tahap-Tahap Penelitian
1. Tahap Pra Penelitian
a. Merancang penyusunan terhadap kerangka penelitian, mulai dari
mementukan judulnya, hingga pokok permasalahan yang nantinya
akan dibahas dalam penelitian.

b. Mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan saat melakukan penelitian.

% Amiruddin, Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 163.
%I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Indonesia
Anak Hebat, 2020), 7
M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatifiyogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri

Situbondo Sudah Memenuhi Kaidah-Kaidah Dalam Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Junto Surat
Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 01/E/EJP/02/2022
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin melesat di kehidupan
masyarakat,maka semakin berkembang juga tindak pidana di kalangan
masyarakat. JKejahatan. yang semakin-marak di masyarakat.seperti,pencurian,
penganiayaan, pembunuhan dan Jainnya.Sering terjadinya kejahatan dilakukan
oleh masyarakat karna dorongan untuk kebutuhan hidup sangat banyak yang
terkadang sulit untuk ‘dipenuhi’dan'keadaan ekéonomi yang rendah serta
banyak masyarakat pengangguran yang menyebabkan terjadi maraknya
pencurian. Karena keinginan orang mencari jalan pintas untuk memenubhi
kebutuhan hidup. Berbagai kategori kejahatan yang ada di masyarakat yakni
tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.

Berdasarkan data dari Kepolisian terdapat 137,419 kasus kejahatan
yang terjadi sepanjang Januari-April 2023meningkat30,7% dibanding tahun
sebelumnya sebanyak 105.133 kasus’*. Adapun maraknya kejahatan di
Indonesia selama Januari- April 2023,yakni:

1. Pencurian dengan pemberatan; 30.019 kasus

""Data Kejahatan di Indonesia”, dipublikasi 18 Juli 2023,

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-

indonesia-sampai-april-2023
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2. Pencurian Biasa; 20.043 kasus

3. Penipuan; 6.425 kasus

4. Penganiayaan; 6374 kasus

5. Narkotika; 5287 kasus

6. Penggelapan asal usul; 3.516 kasus

7. Curanmor; 3.136 kasusiu

8. Pencurian dengan kekerasan;3.124 kasus

9. Pengeroyokan; 1.953 kasus

10. Penggelapan;7 kasus

Menurut-data di Kepalisian,Republik,Indonesia-(Palfi), sering terjadi
kejahatan pada malam hari, terutama_ pada pukul 18.00 hingga-21.59,.yang
mencatat sebanyak 45.703 kasus pada bulan Januari hingga April 2023. Angka
ini setara dengan 11,42%. jumlah keseluruhan kasus kejahatan pada periode
tersebut. Mayoritas kejahatan yang dilaporkan di Indonesia adalah pencurian
dengan pemberatan (curat), dengan jumlah mencapai 30.019 kasus. Dalam
KUHP, telah ditetapkan beberapa pasal tindak pidana pencurian, termasuk
Pencurian Biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian dengan
pemberatan Pasal 363 KUHP, Pencurian Ringan yang termuat Pasal 364
KUHP, Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP, dan Pencurian di
kalangan keluarga Pasal 367 KUHP. Perlu dicatat bahwasannya tindak pidana
pencurian termasuk dalam kategori delik biasa dan bukan masuk dalam delik
aduan, terkecuali dalam kasus pencurian dalam lingkungan keluarga.

Putusan Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri
Situbondo dengan Nomor Print-477/M. 5.40/ Eoh.2/06/22 dalam penanganan
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perkara pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Keluarga oleh terdakwa
Samsul Bahri alias BABA bin Suroto kepada korban Miswana. Berawal ketika
korban Miswana mempunyai 1(satu) ekor sapi limosin, berjenis kelamin
betina umur sekitar 4(empat) tahun,warna bulu coklat polos dan sapi tersebut
dititip rawat di kandang milik saksi Ermawi dan sudah berjalan sekitar 1(satu)
tahun. Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 tersangka meminjam uang
kepada saksi Purnayu sejumlah Rp.4.000.000,- dengan alasan digunakan
menebu gadai sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022
tersangka meminjam uang kembali kepada saksi sejumlah Rp.2.000.000,-
dengan alasan digunakan untuk menebus. gadai sepeda motor dan tersangka
berjanji akan mengembalikan uang seluruhnya Rp.6.000.000,- setelah
tersangka berhasil menjual sapi miliknya ke pasar hewan situbondo serta
tersangka, menyuruh saksi-Punaryu untuk ,melihat,dan- menaksir ;harga sapi
yang diakui milik Tersangka yang berada di kandang milik Saksi Ermawi,
kemudian sekitar, pukul /18.00WIB: tersangka ' mendatangl Saksi Purnaryu
dengan mengatakan bahwa sapi tersebut tidak jadi dijual ke pasar hewan
situbondo akan tetapi-supaya ‘dibeli’ langsung' ®leh Saksi Purnaryu dan
disepakati harga sapi tersebut sejumlah Rp.9.000.000,- dengan kesepakatan
Rp.6.000.000,- dipotong bayar hutang sehingga saksi Punaryu hanya
membayar Rp.3.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya saksi Punaryu
menghubungi saksi Hermanto untuk menyewa pick Up dan dibawa ke daerah
Bantal (tempat saksi Punaryu merawata sapi peliharannya). Tersangka Samsul
Bahri dengan korban Miswana masih terikat hubungan keluarga sedarah (anak
dengan orang tua) dan tidak terpisah harta kekayaannya. Akibat perbuatan
tersangka tidak ada izin dari Korban Miswana serta mengakibatkan korban
rugi sekitar Rp.13.000.00,-

Kejaksaan menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 30C huruf ¢ Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, bertugas ikut serta secara aktif dalam penanganan perkara pidana

dengan melibatkan para sanksi serta korban, juga proses rehabilitasi, restitusi,
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dan kompensasi. Salah satu pendekatan penyelesaian kasus adalah keadilan
restoratif yang melibatkan tersangka, korban, keluarga korban, dan pihak
lainnya dalam mencari solusi yang adil melalui mediasi di luar pengadilan
dengan tujuan mencapai kesepakatantanpa adanya keterpaksaan. Proses
penghentian penuntutan didasarkan pada pendekatan restoratif justice, yang
dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Hal ini diatur dalam
Pasal 5 Ayat 6 Perja No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

a. Adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan
oleh tersangka dengan cara:
1. ;Mengembalikan ~barang ;yang, diperoleh dari-tindak pidana
kepada’korbar
2. _Mengganti kerugian korban,
31 Mengganti/Jbiaya ~yang / ditimbulkan™, dari fakibat | tindak
pidana;dan/atau
4. Memperbaiki kerusakany yang-ditimbulkan dari akibat tindak
pidanaa;
b. Telah terjadi kesepakatan perdamaian baik korban maupun
tersangka; dan
c. Adanya respon positif di masyarakat.

Adapun syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal 5 ayat 1 yakni:

1. Pertama kali melakukan tindak pidana;

2. Ancaman dengan pidana denda atau diancam dengan pidana
penjara maksimal 5 tahun;

3. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak
lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam Surat Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri

Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/E0oh.2/06/2022, hal ini dapat

diselesaikan dengan keadilan restoratif, bahwa:
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a) Pertama kali melakukan tindak pidana

b) Bahwa delik pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan.

c) Terlaksana perdamaian antara korban dengan pelaku sebagaimana surat
pernyataan perdamian dan  surat permohonan pencabutan pengaduan
tertanggal 23 Mei 2022

d) Barang bukti sapi berhasil diamankan dan tersangka bersedia
mengembalikan uang pembelian sapi,

e) Korban Miswana(telah bercerai dengan suaminya) hanya tinggal berdua
dengan tersangka, sehingga sejak tersangka di tahan tidak ada orang yang
membiayai kebutuhan sehari-hari korban miswana(orang tua tersangka)

f) Memenuhi kerangka pikiran keadilan restoratif antara lain dengan
memperhatikan/mempertimbangkan keadaan:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

2. Penghindaran stigma negatif;

3. Penghindaran pembalasan;

4. Respon dan keharmonisan masyarakat (pasal 4 Perja RJ) sehingga
upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Rertimbangan, jaksa dalam-kasus di atas secara-keseluruhan telah
teruraikan dasar-dasar, yuridis yang menjadi landasan jaksa dalam_melakukan
penghentian penuntutan dengan merujuk pada tercapainya keadilan restoratif.
Berdasarkan dasar; pertimbangan tersebut,peneliti dalam hal ini akan
mengelaborasikan dasar-dasar pertimbangan jaksa berdasarkan Perja No 15
Tahun 2020 Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Nomor 01/E /EJP/02/2022 tentang penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif yaitu sebagai berikut:

Pertama, diterapkannya restorative justicepada kasus pencurian yang
dilakukan Samsul Bahri ini bisa berakhir damai dikarenakan memenuhi syarat.
Meskipun jumlah ancaman pidana penjara ini lebih dari 5 tahun serta nilai
kerugian melebihi kriteriadalam pasal 5 ayat 1 huruf b dan c, tetapi dalam
surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada angka 3 yang berbunyi:
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“Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(1) atau pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(2),(3) dan (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam

koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut

umum, proporsional dan subsidiaritas, dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan ketentuan pasal 4 serta kriteria/keadaan yang
bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan
persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan

Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan

restoratif”

Berdasarkan ketentuan di atas, upaya restorative justice yang ditempuh
olen Kejaksaan Situbondo. didasari atas pertimbangan yang secara yuridis
dibebankan kepada penuntut umum untuk dapat memperhatikan persyaratan
lainnya. Upaya restorative justice dapat ditempuh selama jaksa melihat kasus
tersebut dapat memenuhi Kriteriayang telah ditetapkandi dalamnya.

Kedua; kasus ' pemcurian ‘yangy dilakukan' oleh ‘pelaku merupakan
kategori pidana dengan deliky aduan. Atas dasar hal tersebut, Jaksa
memberikan pertimbangan bahwa dengan adanya delik aduan, maka jaksa
melihat bahwa ada kesempatan untuk dapat menerapkan upaya restorative
justice kepada pelaku dan korban dengan berlandaskan pengembalian hak-hak
korban sebagaimana semula.

Ketiga, kedudukan terdakwa dengan korban yang masih memiliki
hubungan keluarga berupa tersangka selaku anak dari korban menjadikan
Jaksa berfikir untuk dapat mengupayakan tercapainya keadilan restoratif
mengingat secara sosiologis hal demikian dirasa janggal karena seorang orang
tua yang mempidanakan anaknya terkesan tidak etis, sehingga jalan keadilan

restoratif dapat menjadi upaya yang relevan untuk diterapkan. Dasar

pemikiran demikian sesuai dengan spirit diundangkannya Perja No. 15/2020
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yang termaktub di dalam konsideran huruf a yang menyatakan bahwa dalam
proses penuntutan, Kejaksaan selaku Lembaga yang diberikan wewenang
harus mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta
wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup
dalam masyarakat?.

Penerapan restorative justice pada proses perdamaian kasus Samsul
Bahri ada perlu dipertimbangkan yakni tidak menghilangkan hak-hak dari
kedua belah pihak. Dan proses penanganan perkara juga sudah sesuai dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman Keputusan Jaksa Agung RI No.
KER-518/A/Ja/11/2001 ,tanggal- 7, A994 , tentang Administrasi, Penangan
Perkara dan Peraturan Jaksa Agung RL No,PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21
September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
Perkara. Maka penyelesaian kasus dari-Samsul Bahri sudah memenuhi kaidah-
kaidah Perja NO 15 Tahun 2020 yang mana juga kedua belah pihak sepakat
berdamai dihadapan penuntut umum secara tertulis.

B. Penerapan Restorative Justice dalam Surat Penghentian Penuntutan
Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-
477/M.5.40/E0h.2/06/2022.

Putusan pengadilan yang sering kali menghasilkan hukuman penjara
berkontribusi peningkatan jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan.
Kejaksaan merespons hal ini dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai

penegak hukum, dimana mereka dapat memutuskan apakah perkara tersebut

’Setneg RI, Perja No. 15 tahun 2020, Konsideran Huruf a.
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perlu diajukannya ke pengadilan atau tidak, tergantung dari bukti hukum yang
ada.Pada tahun 2020, Kejaksaan menetapkan PERJA No. 15 Tahun 2020
mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan
prinsip opportunity principle yang dimiliki oleh Kejaksaan.

Pada tanggal 6 april 2022 telah terjadinya Tindak pidana pencurian
1(satu) ekor sapi yang dilakukan oleh Samsul Bahri terhadap korban Miswana
(ibu kandungnya), yang mana kejadian tersebut oleh korban telah melaporkan
ke Polsek Asembagus pada tanggal 7 April 2022, yang mana korban mendapat
kerugian sebanyak 13 juta. Berakhirnya bersepakat antar korban dan pelaku
untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan-karena karban merasa
kasiban dan .tidak .tega apabila pelaku  dijatuhi sangsi. penjara,mengingat
pelaku merupakan /anak kandung dari korban. Dan korban Miswana (telah
bercerai dengan suaminya) hanya tihggal ‘dengan pelaku , sehingga sejak
pelaku di tahan tidak ada orang yang membiayai kebutuhan sehari-hari korban
Miswana. Selain itu pelaku juga sudah memaafkan atas perbutan yang telah
dilakukan oleh Samsul Bahri(pelaku) yang telah melakukan pencurian seekor
sapi milik Miswana(korban).

Kasus dari Samsul Bahri dapat mengimplementasikan keadilan
restoratif sampai berakhir damai dikarenakan terpenuhi salah satu persyaratan
restorative justice.Walaupun nilai kerugian dan ancaman pidana penjara
melebihi yang tercantumdi Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c. Akan tetapi dalam
Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian

Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada angka 3 yang berbunyi
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“Pemenuhan terhadap syarat syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) atau
pengecualiannya yang diatur dalam pasal 5 ayat (2),(3) dan (4) secara
langsung tidak berlaku, tetapi harus tetap berada dalam ruang kebijakan
penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut umum, proporsional dan
subsidiaritas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 serta kriteria/keadaan
yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan
persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri
dapat menghentiankan perkara berdasarkan keadilan restoratif”.

Peneliti dalam hal ini melihat kejanggalan secara normatif dalam
penerapan restorative justice yang diberikan kepada pelaku,pencurian Samsul
Bahri. Ketentuan yang telah mensyaratkan predikat pidana-berupa dibawah
lima tahun dan objek harta yang tidak lebih dari 2.500.000,00 di dalam pasal 5
Perja No. 15/202Q secara yuridis fidak dipertimbangkan oleh Kejaksaan
Situbondo. Meskipun dalam pertimbangannya, Kejaksaan Situbondo
mendasarkan penerapan restorative justice terhadap pelaku pada ketentuan
Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian
Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif angka 3. Peneliti melihat bahwa
terdapat absurditas norma dalam pemberian pertimbangan yuridis yang
dilakukan oleh Kejaksaan Situbondo. Jika dilihat secara detail pada ketentuan
tersebut, norma yang termaktub dalam Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022
tidak memberikan batasan yang jelas terhadap pertimbangan yang dapat

diberikan oleh penuntut umum.
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Legal reasoning yang dibangun dengan mengecualikan fakta bahwa
pelaku tidak memenuhi persyaratan restorative justice pada pasal 5 ayat 1
huruf b dan c akan menjadikan penerapan restorative justice menjadi
melanggar prinsip kepastian hukum. Terlebih, norma di dalam Perja No.
15/2020, tidak memberikan gambaran secara rigid terkait kasus-kasus yang
dapat mengecualikan persyaratan penerapan restorative justice pada pasal 5
ayat 1 huruf b dan c.

Peneliti dalam kasus ini-melihat"bahwa penerapan restorative justice
yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Situbondo hanya didasarkan pada
landasan yuridis-yang-bersifat pengecualian.Reneliti memahami-bahwa pihak
Kejaksaan _sendiri .dalam_ menerapkan hal, demikian., tentunya. didasarkan
pertimbangan yang” matang.Dan dalam penerapan restorative justice Yyang
tidak mengadopsi | pemenuhan/ ‘persyaratan..secara kumulatif, menjadikan
Kejaksaan Situbondo memilih untuk melakukan penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif dibandingkan meneruskan perkara demikian
sampai adanya putusan pengadilan. Peneliti memandang bahwa telah
sesuainya penerapan restorative justice yang dilalukan oleh Kejaksaan
Situbondo terhadap kasus ini didasarkan pada argumentasi yaitu:

Pertama, Berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh saudara
Samsul Bahri ini termasuk kedalam delik aduan relatif karena ini terdapat
unsur pencurian dalam kalangan keluarga, yang mana dalam delik aduan
relatif ini dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut yang tertera dalam

Pasal 75 KUHP.Dan tindak pidana pencurian dalam keluarga itu sendiri sudah
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tertera di Pasal 367 KUHP. Dalam UU sendiri mengatur mengenai hal ini dan
memberikan ruang untuk melakukan pencabutan itu adalah karena terkait
dengan tata susila dimana pembentuk Undang-undang menganggap tidak
pantas apabila antarwarga atau suami istri saling berhadapan di muka
pengadilan, sehingga apabila sudah perdamaian ataupun kerugian korban
sudah dipulihkan maka apabila masih dalam jangka waktu tiga bulan ini
pengaduan dapat dicabut.

Kedua, kasus pencurian yang dilakukan oleh Samsul Bahri jika
mengacu pada ketentuan persyaratan restorative justice memang
menyimpangi ketentuan,pasal 5-ayat 2.huruf b danc Perja-Ne--15/2020. Akan
tetapi, jika dilihat kembali _berdsarkan ketentuan.di dalam Perja No. 15/2020,
kasus pencurian tersebut lebih banyak memenuhi persyaratan untuk dapat
diterapkannya restorativejustice berupa;

a. Pelaku yang tidak terkategorikan sebagai residivis, telah memenuhi
persyaratan pada pasal 5 ayat 1 huruf a. Pasal tersebut secara tegas
juga dijadikan pertimbangan oleh pihak Kejaksaan Situbondo dalam
menerapkan restorative justice terhadap pelaku dan korban.

b. Keduanya telah mencapai kesepakatan damai sebagaimana termaktub
di dalam pasal 5 ayat 6 huruf b yang menjadi salah satu persyaratan
agar dapat diterapkannya restorative justice.

c. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan Perja No.

15/2020 juga tidak terkategorisasikan sebagai tindak pidana yang
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dikecualikan dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 8.

Keterpenuhan terhadap tiga persyaratan di atas memberikan gambaran
bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi ketentuan di
dalam Perja No. 15/2020, sehingga komposisi keterpenuhan terhadap
persyaratan . penerapan restorative justice dipandang lebih unggul
dibandingkan fakta pengecualiannya. Terlehih, persyaratan restorative justice
yang tidak terikat secara kumulatif dan dibebankan pada pertimbangan
penuntut umum yang telah melihat bahwa kasus ini memiliki relevansi
terhadap ,prinsip-prinsip ~penerapan~restorative ,justice—yang-, ada, maka
penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sudah.tepat.

Adanya penerapan prinsip restorative justice atas perbuatan pencurian
seperti yang terjadi oleh. Samsul bahri, dengan ‘'metode musyawarah dan
mufakat untuk mengembalikan kerugian korban dan masyarakat, sehingga
perbuatan pelaku kemudian dimaafkan, maka nilai jahat dalam perbuatan
mencuri kemudian akan berangsur-angsur akan hilang. Prinsip Restorative
Justice pada dasarnya merupakan pendekatan yang berorientasi pada
pemulihan keadilan korban, maka persoalan pemidanaan merupakan persoalan
kedua. Dan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku akan bervariasi
tergantung yang dikehendaki korban dan disepakati bersama dengan pelaku
dan masyarakat. Putusan bebas yang didapatkan oleh Samsul Bahri dengan
pertimbangan sisi humanis/kemanusiaan dan putusan ini bukan berarti

membenarkan perbuatan pelaku tapi balik lagi pada prinsip dari penerapan
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil penelitian berdasarkan penjelasan juga data yang sudah
dipaparkan, penulis menyimpulkan:

1. Restorative justice berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 sudah
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo pada kasus tindak pidana
pencurian. Dalam Perja 15 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c
disebutkan syarat penghentian penuntutan yaitu ancaman tindak pidana
penjara tidak-melebihidari 5-(lima) tahun,dan jumlah kerugian,dari tindak
pidana maksimal _dari, Rp,2,500,000,-(dua juta lima_ratus ribu,_rupiah).
Akan tetapi dalam Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang
Pelaksanaan Penghentian! Penuntutan ‘berdasarkan Keadilan Restoratif
pada angka 3 yang mana pada pemenuhan syarat prinsip dalam Pasal 5
ayat 1 dan dapat dijadikan pengecualian pada Pasal 5 ayat 1,ayat 2 dan
ayat 3 secara otomatis tidak berlaku akan tetapi harus tetap berada dalam
kebijakan penuntutan yang bersumber pada oportunitas penuntut umum,
proporsional dan subsidiaritas dengan mencermati dan memperhitungkan
ketentuan Pasal 4 serta kreteria yang bersifat kasuistik yang menurut
pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
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2. Diterapkannya Restorative justice dalam kasus pencurian hewan ternak
oleh Samsul Babhri bisa dilaksanakan karna itu termasuk pencurian yang
dilakukan oleh Samsul bahri masuk kedalam Pasal 367 ayat 2 yakni
pencurian dalam kalangan keluarga yang disebut dengan delik aduan yang
mana delik ini bisa sewaktu-wakiu dapat dicabut pengaduannya oleh
korban. Dengan pertimbangan lain dimana Samsul bahri bukan residivis
dan diantara kedua belah pihak juga ‘sudah ada kesepakatan saling
memaafkan. Dan penerapan prinsip restorative justice bisa diterapkan
pada beberapa jenis tindak pidana, tujuaannya menekankan keadilan pada
perbaikan ,.atau, -pemulibap; karna dalam ,sehuah-, kejahatan dapat
menimbulkan akibat merusak sistem dalam masyarakat sehingga perlu ada
pemulihan keadaan. Karna jika tidak dipertemukan bisa jadi ketika“kita
menggunakan retributive justice itu‘justru.ada‘efek buruk yang dibelakang
hari terjadi. Jadi korban merasa merasa tidak diakomodir kepentingannya
kemudian si pelaku dendam karna melakukan tindak pidana yang
mengakibatkan dia masuk ke dalam penjara. Prinsip Restorative Justice
pada dasarnya merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan
keadilan korban, maka persoalan pemidanaan merupakan persoalan kedua.
Dan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku akan bervariasi tergantung
yang dikehendaki korban dan disepakati bersama dengan pelaku dan

masyarakat.
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B. Saran

1. Adanya upaya penerapan restorative justice sebaiknya dilakukannya
sosialisasi atau pengarahan tentang Perja No 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai
penanganan tindak pidana. Penyelesaian secara restorative justice juga
dapat tidak memberikan stigma negatif kepada tersangka termasuk
rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan yang dinilai
punya integritas rendah, rawan korupsi dan penyelewengan lainnya.

2. Dan penerapan restorative justice juga menghadirkan peluang pada pelaku

n u g nsali emaafk n lo} kebencian
UNIVERSITAS F%'T AM NEGER)

KIA] "ﬁA]” RCHMAD SIBHTE *
masyarakat, melibatkan epada masyara at dalam upaya pemulih

EMBER
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Oproses,atau%20diungkapkan%?20o0leh%20perilaku%20kriminal. Diakses
tanggal 27 November 2023.

SUMBERBAIN' - RS T TAS ISLAM NEGER]
KT AR N REAR ST
Surat Permohonan Pen?abu‘afj Pewuarl)) [ R

Surat Pernyataan Damai

Surat Pernyataan Ganti Rugi

Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Samsul Bahri
alias Baba Suroto Nomor H-7566/ M.5/ Eoh.1/06/2022.


https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023
https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023
https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023
https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal
https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal
https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal
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Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Kiki Juliana Safitri

NIM : 520184033

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi “Universitas Islam /Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penghentian Penuntutan
EORIVERSITAS TSLAMREGER ™

itinjau Dari_Perspekti IRKori stice (S |l$\.t ﬁ:PQ\I{-
K/mj/EH/élL)’ secagglMA alah hasi i:)ﬁne |tialn/ ya

saya sendiri, kecuali palia kEpanMipar&ng Edah}d)ﬁrujuk sumbernya.

Jember, 28 Mei 2024

Kiki Juliana Safitri
NIM S20184033
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k Polres Situbondo Nomor : B/(|)4'
crkara hasil penyidikan No. Pol :
tindak pidana “Pencurian Dengan

ABA bin SURO

RT. 14 RW 03 Desa Bantal Kecamatan

up:

asus Posisi :
| - Beraw

| k al kel.ika Korban MISWANA mendapatkan 1 (satu) ckor sapi Limosin, berjenis
(Rad; naumursckitar at) tdhudy wagha bilu A 3 ng
/ U N a ﬁ ;:l ) © gep: n, 1] pe! a ofang
- C i sapi cf ti di ke 3 Wi

! dan sudah berjalan sckitar 1 (satu) tahun; RRCLTEInca !

)

Al HAJEAEHNARSIDERQ

Saks‘han Rabu tanggal 06 April 2022 Tersangkameminjam uang kembali kepada
i

¢ PUNARYU scjumlah Rp. 2.0 0,- ( juta rupiah) dengan alasan

digundkah mendbus gidai sepedd motor dan Tersangihberjani akan mengembalikan

/ uang ruhn, 6.000. @I - (en: juta ) setelah Tersangkaberhasil
menj pi milik

ke Pasar Hewan Situbendo serta Tersangkamenyuruh Saksi
PUNARYU untuk melihat dan me:

naksir harga sapi yang diakui milik Tersangkayang
berada di kandang milik Saksi ERMAWI, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB
Tersapgkamendatangi Saksi PUNARYU dengan mengatakan bahwa sapi tersebut
ndak. jadi dijual ke pasar hewan situbondo akan tetapi supaya dibeli langsung oleh
Saksi PUNARYU dan disepakati harga sapi tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
d{potqng bayar hutang schingga saksi PUNARYU hanya membayar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, sclanjutnya saksi PUNARYU menghubungi
Saksi HERMANTO untuk menyewa Pick Up untuk mengangkut Sapi milik
Terdakwa, kemudian Tersangkabersama Saksi HERMANTO berangkat ke kandang
Sapi milik Saksi ERMAWI dan mengambil sapi tersebut kemudian setelah berhasil
sapi tersebut dinaikkan ke atas Pick Up dan di bawa ke daerah Bantal (tempat Saksi
PUNARYU merawat sapi peliharaannya);
Bahwa antara Tersangka dengan Korban MISWANA masih terikat hubungan
keluarga sedarah (anak dengan orang tua) dan tidak terpisah harta kekayaanya;
Bahwa perbuatan Tersangkatidak ada izin dari Korban MISWANA serta

mengakibatkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta
rupiah).

b.  Alasan Penghentian Penuntutan
1) Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana,
2) Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan (klacht Delict),

3) Adanya Surat perdamaian dan surat permohonan pencabutan pengaduan tanggal 23
Mei 2022

pembelian sapi, o .
5) Korban MISWANA (orang tua Tersangka) dikucilkan dari masyara
memenjarakan anak kandunganya,

Jokumon ini telah di secara ol k
nenggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
‘ang diterbitkan oleh BSTE

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
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6) Korban Miswan
- (ﬁlw denzan suaminya) hanya tinggal berdua by

kebutuhan ehg
= 30 Sehari.h
) Memenuhy ke o,

ersangka, so mee
ot Seh 7522 Sk torsangka di tahan tidak ada orang yang membiayat
MISWANA (Orang tua Tersangka)

rangka py

Kitan k

dllmdungl, pej
Keharmonisan
dilaksanakan
Surat Penunjukan
PR.R'T-!{SS M54

€. Kesepal
tertenty
£ Lapora
2 Beritaa
h. Nota pe
L Ekspos

Kejaksaa

an restoratif antara lain dengan memperhatik
ingan korban dan kepentingan hokum lain YZ:E
uf, penghindaran pembalasan serta respon ¢ i
Perja RJ). schingga upaya perdamaian dapal

uda Tindak Pidan:
aan Negeri Si

an /

penyelesaian perkara tindak pidana Nomor :

12022; i
npa disertai pemenuhan kewajiban

legeri Situbondo;
2022;

Umum, Kepala
Pada hari Rabu

jaksaan Tinggi Ja i omor B-
Juni 20 SUL BAHRI

\lengingat

Berdasarkan Keadilan Restoratif ;

eraturan  Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntuten

UNIVERSITASASL.AM NEGERI

KIAT H,

t Ketetapan ini dapat dicabut kembali 2pabila :

TERCHMAD SIDDIQ

* _ di kemudian harj terdapat alasan baru yang diperol nyidik/penuntut umum; atau
e ladap praperadilan / puf isat prapefadilan ya lah mendapat putusan akhir
dari Péngadilan yang menyataka ahent enuntutan tidak sah.
3, Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat

hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.,

Ditetapkan di : Situbondo.

Pada tanggal :

Juni 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
L

NAULI RAHIM SIREGAR, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.197405292000031002

. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dj Sural?aya 3
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Ja\f/a Tm!ur di Surabaya ;
3. Yth. Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;

4. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;

5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo ;

6. Yth. Kepala Rumah Tahanan Iiegar:z ;

| 7. Yth. KepalaKepolisian Sektor Asembagus :

.l 8 Tersangia SAJ&SUL BAHRI alias BABA bin SUROTO
|9 Korban MISWANA

! 10. Arsip.

J

| "E"93uneron SERTIFIKAT ELEKTRONIK

|

|

& |Z2kumen ini telah suzara ..
|7%78 diterbitkan oleh BSIE

o
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Kepada © Yth. Kepala Kejakss an erltS{”’
di
Silubondo
Perihal . permohonan pencabulan pe
Yang berandalangan h ya
Nama
. fan i b 03
: e
‘ m
: i
one:

satu) ekor sapi yang saya alami yang diduga dilakukn oleh
a SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO seb

o/
2

KIALHAHAGHMAD-SIBBIQ

pelaku dijatuhi sangsi penjara. Selai

n itu saya juga sudah memafkan atas

perbuatan pelaku yang melakuk penB 1(s kor sapimilik saya.
Demikian sur. rmohonan“penc n pe an ya buat dengan sebenar-
benarnya dalam keadaan sadar dan tenpa ada unsur paksaan dari pih

ak manapun, besar harapan
saya agar kiranya bapak Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo dapat mengabulkan permohonan
saya ini.

Asembagus, 23 Mei 2022
Pamohon

P a0 T3

HESD) BV

el METERAL

;;(’:4ABAJX689944422

MISWANA

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Nama MISWAN;
Jems kelamin -~ Perempuan
Tempatigh Lalhir - Sytubondo,
Pcheijaan : ‘

Tempat tinggal
NIK ¢ 3
Selanjutnya discbut <cb1

¢.Asembagus Kab.Situbondo

Nama
Jenis kelamin

ubondo

clah menerima

udian dike mpiah)‘

dhul ternyata 1 (satu) ekor sa
ebut - pi yang duuz\l oleh SAMSUL BAHRI alias BABA
ters crupakan sapi hasil curian milik korban MISWANA (Pihak ke-II), bahwa kemudian perkara

LREERGH m,szﬁf?:!gm WENECERL=
KIAEHAEAGHK

Demikian Sura (ganti, rugi) ini d deng; ben arnya tanpa ada unsur paksaan
dari pihak manapun dan ntuk t dip nya.

Ascembagus, Mei 2022

Pihak ke-II ),,/\ Pihak ke-I
‘@
H (?__—::), METERAL]
,%52F1wxsae
PUNARYU alias YUYU bin (alm) SUGIT MISWANA
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WO - UBrik INDONISIA
A% ke G M
{AN) IAL GGLIAWA TIvuR
—:“‘/,-f' Wiabiyy I.I|./l \ un],u‘;‘u',/,«
)

e S

i w7 e ) (TR
i s Mabaya, 9 Jun 200
wfat i
Joanptan
Il Perseny
dengan
alias A
yih.

KEPALA KEJAKSAAN
Di-

Al 6 Juni 2022
A% BABA bin

rdasarkan Sura .
lere : 1 lur‘.nngku
‘Pencurian

proses
aturan Kejaksaan Republilke Indonesia Nomor 15 Tabun

= Terkail hal lersebut, berdasarkan_ sy ra felah difflou litian Lll-’lha"
d i 1-‘ lrn ‘skul nfiya pen M(:n n s asal 4, 5,
l |N|| Peraty {cjaksaan ¢ It esia

omor 15 Tahun 2020 dan pada hari Kamis
tanggal 09 Juni 2022 (¢la), dilakulcan

elespose ana Kepal, Saa Cr, a 5
Twggidan jaksarn ng Muda dak Pidana K a ng 11 b &
IAHA ::i‘i‘da U Kejaksa, i Pen an Penuntutan;
-5 Memp S,

Jaksa Agung RI No, KEP-518/A/)a/11/2001 tanggal 1 November 2001

tentang Perubahan Keputusan Jaksa gun No. 32/ /1994 tanggal 7 November
1994 tentang Kdmini§o, si Peanganan | ra d Peral\R]aksa Agung RI No. PER-
036/A/JA/09/2 11 taEl 21 Mbch ten Standar Opcerasional Prosedur (sor)
Penanganan Perkara Pidum;

= Melaporkan setiap pelaksanaan |
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timy

Umum Kejaksaan Agung RI
Demikian kami sampaikan,

giatan penghentian Penuntutan perkara dimaksud kepada
I yang akan diteruskan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR,
LY

MIA AMIAT
JAKSA UTAMA MADYA
NIP.19650304 198903 2001

Tembusan :

L Yth. Jaksa Agung Muda Tindalk Pidana Umum;
2. Yth. Sekietaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
3. YU Dir, Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Jampidum;

4. Yth, Wakil Kepala Kejaksaan Tingpi Jawa Timur;
5. Arsip,

s

,:.-%;5
Pt
Erarae

=7
i
ood
E)
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SURAT F;!N'HHAAN DAMAI

Yang bertanda tangan di ini, k

Nama
Tempal, tanggal lahir
Jenis kelamin

Agama

Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat

Selanjutnya disebut s

(51 tahun)

| Kec. Asembagus Kab. Situbondo

ROTO

. Situbondo

- venerangkan dengan sebenar-sebenamnya bahwa sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana pencurian 1 (satu) ekor sapi yang dialami oleh Pihak ke-| dan diduga dilakukan oleh Pihak ke-ll

U%ﬁﬁ%ﬁg&i@ ISEANFREGER
KIAL A QTS

pihak ke-I (korban). Selain itu plhak ke-| (korban) j Juga sudah memafkan atas prbuatan phak ke-Il (pelaku

yang telah mel ukarﬁ an,1 (safu) ek i mili kke-R
pem dam dibua gan ar-benarnya dalam keadaan sadar

dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari ada pihak-pihak yang tidak
setuju dengan surat pernyataan damai ini maka dianggap tidak berlaku.

Asembagus, 2% Mei 2022

.

i Pihak ke-|
Pihak ke-ll %’ Q ) o i
- “@ " n )
ETERAL
bug=l|  TEMPEL
410COAJXT770¢
SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO MISWANA
Saksi-saksi
g & if
57 f‘d ® ‘:_M .
| CRLIAS Y S
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